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ABSTRAK

Nama : Kris Menanti Natalia

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul : Komponen Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara

Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Skripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyek

jaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang

merupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadap

pengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakan

dapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namun

tidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yang

mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapat

dilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadi

lemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secara

Fidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.

Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif

pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap

bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif

dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

Kata Kunci:

Pesawat Udara, Fidusia, Kredit Perbankan
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ABSTRACT

Name : Kris Menanti Natalia

Study Program : Law

Title : Components Aircraft as Collateral by Fiduciary Transfer of

Ownership in Banking Credit Agreement

This thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding

form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the

legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the

legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law

(lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of

Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be

uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer

of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek.

The research form is normative juridical. Normative legal research has been used

to make systematization on written law research. Type of research is descriptive

research by conducting literature study and interviews with informants and

practitioners.

Key Words:

Aircraft, Fiduciary Transfer of Ownership, Banking Credit
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi

udara sangat dibutuhkan sebagai saran penghubung antarwilayah karena melalui

udara, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Selain

untuk sarana perhubungan nasional, penerbangan1 juga berperan sebagai

penghubung dengan negara lain. Penerbangan diharapkan dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar

bangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara.2

Dibandingkan dengan alat transportasi darat berupa mobil, bus, atau

kereta api maupun alat transportasi laut berupa kapal laut, transportasi udara

dengan pesawat udara adalah yang tercepat dan ternyaman. Dalam satu dasawarsa

terakhir, perkembangan bisnis penerbangan di Indonesia sangat besar terutama

setelah pemerintah memberikan kebebasan kepada perusahaan penerbangan untuk

menentukan tarif.3 Kebijakan tersebut mendorong perusahaan penerbangan di

Indonesia saling berlomba-lomba menarik penumpang dengan penawaran harga

tiket yang termurah. Saat ini pesawat udara sudah mulai menggeser dominasi alat

transportasi darat dan laut terutama dalam melayani rute-rute jarak jauh. Seperti

rute Jakarta-Surabaya, dimana tadinya banyak penumpang yang menggunakan

kereta api sekarang telah beralih ke pesawat udara. Atau penumpang bus Jakarta-

Medan yang sekarang telah beralih menggunakan pesawat udara. Begitu juga

1 Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara,
pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan,
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

2 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1
Tahun 2009, TLN No. 4956, konsiderans ‘menimbang’ huruf b.

3 Tamiza Saleh dan Sulistiono Kertawacana, Hipotik Pesawat Udara di Indonesia Dikaitkan
Dengan Cape Town Convention 2001,
http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html, 2
Juni 2012.
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banyak penumpang kapal laut tujuan Jakarta-Makasar yang telah beralih ke

pesawat terbang.4

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penumpang maka hal ini

mendorong perusahaan penerbangan juga untuk meningkatkan pelayanan udara

yaitu berupa pengadaan pesawat udara lebih dari yang dimilikinya oleh suatu

perusahaan penerbangan saat ini.

Dalam melakukan penambahan pengadaan pesawat udara diperlukan

teknologi tinggi dan padat modal sehingga perusahaan penerbangan harus

melakukan pinjaman kepada bank atau perusahaan keuangan lain untuk

mendapatkan dana segar dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga aset

terbesar dan paling bernilai bagi perusahaan penerbangan adalah pesawat terbang

itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Direktur Jenderal Perhubunan Udara

Kementerian Perhubungan, Herry Bakti S. Gumay yang menyatakan bahwa

pengadaan pesawat udara saat ini bukan lagi dengan membeli secara tunai

melainkan mayoritas dengan sewa-beli (lease to purchase), hal mana dikarenakan

harga pesawat yang sangat mahal, contohnya harga Sukhoi Super Jet 100 yang

mencapai US$35.000.000,- (tiga puluh lima juta dollar Amerika Serikat) per

unit.5

Dalam hukum kebendaan Indonesia mengenal penggolongan benda

menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.6 Penggolongan ini mempunyai

akibat yang penting terutama yang terkait dengan hak jaminan kebendaan yang

dapat dibebankan atas benda tersebut. Pesawat udara menurut sifatnya yang dapat

berpindah dan dipindahkan adalah benda bergerak namun perlakuan yang

diberikan terhadap pesawat udara berbeda dengan barang bergerak lainnya. Hal

ini tercermin dari adanya kewajiban pendaftaran bagi pesawat udara dan tanda

kebangsaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib

4 Ibid.
5 Kbc10, Maskapai Dihalalkan Kredit Pesawat, http: www.kabarbisnis.com/read/2830262,

Senin,21 Mei 2012, pk.13:23 WIB.
6 Frieda Husni Hasbullah (a), Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi

Kenikmatan Jilid 1, cet 1, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2002), hlm. 43.
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mempunyai tanda pendaftaran.7 Dan bagi pesawat terbang yang telah mempunyai

sertifikat pendaftaran Indonesia diberikan tanda kebangsaan Indonesia.8

Terhadap benda tidak bergerak hak jaminan kebendaan yang dapat

diberikan adalah Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) dan Hipotik yang diatur dalam

Buku II Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sedangkan bagi benda bergerak hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan

adalah Gadai sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XX KUHPerdata dan

Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia (Undang-Undang Fidusia).

Pesawat terbang tidak mungkin dibebankan dengan Hak Tanggungan

karena menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (Undang-Undang

Pokok Agraria), Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak

atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu.9

Sebagai benda bergerak pesawat udara tidak bisa dibebankan dengan

gadai karena pada gadai konsep utamanya adalah benda yang dijadikan objek

jaminan harus berada dalam kekuasaan penerima gadai/kreditor. Bagi pesawat

terbang hal itu adalah tidak mungkin karena debitor membutuhkan pesawat

terbang tersebut untuk menjalankan usahanya.10

Ketentuan tentang Hipotik dalam KUHPerdata masih tetap berlaku

sepanjang tidak mengenai tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah.11 Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

memang disebutkan bahwa pesawat terbang dapat dijaminkan dengan hipotik

namun sampai undang-undang tersebut dicabut tidak ada peraturan pelaksana

7 Indonesia (a), op.cit., psl.24.
8 Indonesia (a), op.cit., psl.27 ayat (1).
9 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996, TLN No.
3632, psl. 1 ayat (1).

10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999), psl. 1152.

11 Indonesia (b), op.cit., psl. 29.
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yang menjelaskan ketentuan mengenai hipotik dalam pasal tersebut sehingga sulit

dilaksanakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan. Sehingga Undang-Undang Jaminan Fidusia secara

tegas menyatakan bahwa fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara.12

Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan

bagian-bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara, kerangka pesawat

udara atau suku cadang lainnya secara terpisah dari pesawat udara untuk

dijadikan objek jaminan fidusia.

Pada prakteknya penjaminan bagian-bagian pesawat udara dengan

jaminan fidusia sudah lazim dilakukan, cara ini untuk menyiasati kebutuhan yang

besar dari perusahaan-perusahaan penerbangan akan kredit namun hanya

memiliki pesawat terbang dan komponen-komponennya sebagai jaminan hutang.

Fidusia menjadi pilihan karena aturan hukum jaminan fidusia yang jelas terutama

setelah adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penyediaan modal oleh bank menimbulkan konsekuensi logis bagi

masalah jaminan. Modal disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya dalam

bentuk kredit dan jaminan di sini tujuannya untuk pengamanan dari kredit dan

jaminan itu sendiri dan resiko kerugian yang tidak diinginkan, supaya realisasi

dari jaminan hutang tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan debitur

dan kreditur tersebut.

Sumber kredit yang diperoleh dari kreditur sertanya lembaga bank dan

keuangan lainnya baik nasional maupun internasional, sangat bergantung pada

tersedianya suatu sistem jaminan yang pasti. Pemberian fasilitas pinjaman atau

kredit dalam usaha pengadaan pesawat udara selalu mensyaratkan tersedianya

jaminan yang pasti bagi pihak pemberi kredit maupun penjual demi keamanan

modalnya dan kepastian hukum.13

12 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No.
168 Tahun 1999, TLN No. 3889, psl. 3.

13 Adita Mirza, “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perjanjian Kredit
Perbankan,” ( Skripsi Progaram Kekhususan I Universitas Indonesia, Depok, 1998), hlm. 10.
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Dalam pembiayaan pengadaan pesawat udara, pihak kreditur lazim

menghendaki dijaminnya baik pesawat udara beserta perlangkapan maupun suku

cadangnya.

Perangkat hukum yang mengatur hak jaminan kebendaan yang

memberikan kepastian hukum pada pihak pemberi kredit dan pihak penjual

pesawat udara serta memudahkan perolehan kredit bagi pihak pembeli pesawat

udara pada dasarnya akan turut membantu laju pertumbuhan dan pengembangan

industri penerbangan nasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa terdorong untuk membahas

mengenai jaminan hutang secara Fidusia terhadap pesawat udara di Indonesia.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pesawat

Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit

Perbankan.”

1.2 Pokok Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan didalam penulisan ini adalah, untuk

mengetahui dan memahami beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan antara pengikatan jaminan hipotik pesawat udara

dengan fidusia dalam praktek saat ini?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pesawat udara sebagai jaminan hutang secara

fidusia dalam kredit perbankan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan

Umum dari penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai jaminan

pesawat udara secara fidusia di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari

penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengikatan pesawat udara sebagai

jaminan hipotik dan fidusia dalam praktek saat ini.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pesawat udara sebagai jaminan hutang

secara fidusia dalam kredit perbankan.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Komponen pesawat..., Kris Menanti Natalia, FH UI, 2012



6

Universitas Indonesia

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode

penulisan kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan jenis

data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan

tangan pihak lain.14 Data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini

mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat kepada masyarakat.15 Bahan hukum primer yang

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

dipergunakan adalah buku, rancangan undang-undang, jurnal, artikel,

penelusuran internet, makalah, skripsi dan tesis;

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus

hukum, ensiklopedia hukum bibliografi hukum, indeks majalah hukum

dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, untuk melengkapi studi dokumen, dipergunakan

pula alat pengumpulan data yang lain yaitu wawancara dengan informan terkait

seperti rekan-rekan yang bekerja di bidang perbankan dan maskapai penerbangan.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yg seteliti mungkin tentang

keadaan atau gejala sehingga dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna

memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk

kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini merupakan

bersifat kualitatif. Penulisan ini akan memberi gambaran jelas mengenai pesawat

udara sebagai jaminan hutang secara fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986, hlm. 21.

15 Ibid., hlm. 52.
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1.5 Sistematika penulisan

Agar pokok-pokok pemikiran dalam karya ini dapat diketahui dengan

lebih jelas maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memberikan pengantar berupa latar belakang mengenai pentingnya

permasalahan yang dibahas dalam karya ini guna mendapat perhatian yang lebih.

Diberikan pula pembatasan-pembatasan dari permasalahan yang ada agar

pembahasan lebih jelas dengan mempersempit fokus pembicaraan. Maksud dan

tujuan penulisan juga dipaparkan agar jelas tujuan yang ingin dicapai dalam

penulisan karya ini. Penjabaran sistematika sendiri dimaksudkan memberi

gambaran mengenai rangkaian penulisan secara ringkas.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Bagian ini akan menjabarkan mengenai tinjauan serta teori umum

mengenai jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata dan fidusia

sebagai jaminan sesuai dengan Undan-undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang mencakup mengenai pengertian, sifat-sifat, ruang lingkup

jaminan fidusia, bentuk jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, lahirnya

jaminan fidusia serta pengalihannya.

Bab III : Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pesawat udara,

bagaimana status kebendaan pesawat udara di Indonesia, uraian yang

menjelaskan mengenai jaminan kredit, apa saja sifat-sifat perjanjian pengikatan

kredit, siapa yang menjadi subjek dan objek hukum perjanjian kredit, jenis-jenis

perjanjian pengikatan jaminan, peran bank sebagai pemberi kredit, kedudukan

jaminan dengan perjanjian kredit serta pesawat udara sebagai jaminan hutang

dalam kredit perbankan.

Bab IV: Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam

Perjanjian Kredit Perbankan
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Bab ini menjelaskan bagaimana perbedaan antara pengikatan jaminan

hipotik pesawat udara dengan fidusia dalam praktek saat ini, kemudian

bagaimana pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan jaminan pesawat

udara secara Fidusia sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia , Undang –undang No. 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan serta pengaitannya dengan Undang-undang lainnya yang sesuai

dengan judul penulisan karya ilmiah ini.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai kondisi dan beberapa

saran pemecahan terhadap masalah-masalah yang ditimbulkannya, sebagaimana

pokok-pokok utama dalam pembahasan yang dilakukan.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN DAN JAMINAN

FIDUSIA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

2.1.1 Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah “Zekerheid” yaitu

kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada

kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur

terhadap kreditornya.16

Mengenai perihal jaminan, dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II

karena jaminan berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Buku

II KUHPerdata bersifat tertutup dalam arti orang tidak bisa atas kehendaknya

sendiri meniadakan, mengurangi, menambah atau mengubah ketentuan yang

mengatur mengenai benda ini karena aturan mengenai benda dan hak kebendaan

sudah pasti sehingga tidak dapat disimpangi.17

Dalam Buku II KUHPerdata tidak diberikan suatu definisi tertentu

mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyinggung masalah jaminan sebagai berikut:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.18

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dalam bidang harta kekayaan pasti akan membawa akibat terhadap

harta kekayaannya. Akibat yang dimaksud dapat berupa penambahan jumlah

harta kekayaan, atau bisa berupa pengurangan harta kekayaannya. Harta kekayaan

16 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
hlm. 66.

17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada
Umumnya, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1131.
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seseorang yang sudah ada dan yang baru akan ada akan selalu menjadi jaminan

perikatan yang dilakukan orang tersebut.

Selanjutnya KUHPerdata menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.19

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, setiap kreditur yang berhak atas

pemenuhan kewajiban dari perikatan yang terjadi, harus mendapatkan pemenuhan

kewajiban tersebut dari harta milik debitur secara bersama-sama tanpa ada yang

didahulukan atau secara proporsional yang dihitung berdasarkan besar piutang

masing-masing kreditur dibandingkan dengan piutang semua kreditur terhadap

harta debitur. Kreditur ini disebut kreditur konkuren.

Selain kreditur konkuren, ada dua macam kreditur yang lain yaitu kreditur

preferen dan kreditur pemegang hak kebendaan. Kreditur preferen merupakan

jenis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdata, yakni kreditur

yang oleh undang-undang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata

karena sifat piutangnya. Piutang-piutang istimewa tersebut diatur dalam Pasal

1139 KUHPerdata. Sedangkan kreditur pemegang hak kebendaan adalah kreditur

pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa jaminan merupakan lembaga

yang mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan masalah perjanjian

hutang-piutang, di mana ada benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

digunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur apabila ia tidak

sanggup membayarnya. Jadi, hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang

seseorang.20

2.1.2 Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1132.
20 J. Satrio (a), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2004), hlm. 3.
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Perjanjian pengikatan jaminan mempunyai sifat accessoir yaitu perjanjian

tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.21 Perjanjian pokok yang

dimaksudkan adalah perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang

diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan.

Dengan bergantungnya perjanjian pengikatan jaminan kepada perjanjian

hutang piutang sebagai perjanjian pokok, sifat accessoir yang terdapat

menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian hutang-

piutang).

2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang).

3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.

4. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.

5. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogatie maka perjanjian

tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.22

Jika perjanjian hutang-piutang berakhir karena kreditnya telah dilunasi

atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan

jaminan. Jika perjanjian pengikatan jaminan karena suatu sebab hukum misalnya

barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak

menjaminkan maka perjanjian hutang-piutang sebagai perjanjian pokok tidak

batal, sehingga debitur tetap harus melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai

perjanjian hutang-piutang (perjanjian pokoknya). Sebaliknya, jika perjanjian

hutang-piutang cacat hukum dan batal, maka perjanjian pengikatan jaminan ikut

batal juga.23

2.1.3 Macam-macam Jaminan

Jaminan dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal

1131KUHPerdata mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan Pasal 1132

KUHPerdata disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131

KUHPerdata yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur, juga

21 Hasbullah, op. cit., hlm. 6.
22 Ibid.
23 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung: Alfabeta, cv, 2004), hlm.

143.
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memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur

ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena

ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.24

2.1.3.1 Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua

kreditur dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitur.25 Hal ini berarti dalam

jaminan umum benda yang menjadi jaminan tidak ditunjuk secara khusus,

jaminan ini tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan apabila terjadi

wanprestasi maka hasil penjualan seluruh benda jaminan dibagi secara seimbang

diantara para kreditur sesuai dengan besar piutang masing-masing.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan

umu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya

tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan

disebut sebagai kreditur yang konkuren.

b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang

bersifat perorangan terhadap orang tertentu.

c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak

tidak dapat diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur

konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan

undang-undang.26

2.1.3.2 Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau

penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan

kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk

debitur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.27

24 Hasbullah, op. cit., hlm. 7.
25 Ibid., hlm. 8.
26 Ibid., hlm. 10
27 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa,

Gadai dan Hipotik, cet 1, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 65.
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1. Jaminan Perorangan (Persoonlijke Zekerheidsrechten/Personal Guaranty)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang

atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si berhutang atau debitur.28

Pengertian perjanjian perorangan menurut Prof. Dr, Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan, S.H. adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung

pada tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan

terhadap harta kekayaan debitur secara umum.29 Ciri-ciri jaminan perorangan

antara lain:

a. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu, yaitu

orang-orang yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan

tersebut.

b. Karena hanya mengikat orang-orang tertentu maka hak jaminan tersebut

hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.

c. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang,

misalnya borgtocht.

d. Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau

keseimbangan (konkuren) artinya tidak mebedakan mana piutang yang

terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan

demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur

mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.

e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda

jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang

masing-masing (pasal 1136 KUHPerdata).30

2. Jaminan Kebendaan (Zakelijke-Zekerheidsrechten)

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas

suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika

28 Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 15.

29 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hlm. 47.

30 Hasbullah (b), op. cit., hlm.16.
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debitur melakukan wanprestasi.31 Jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam

KUHPerdata adalah gadai dan hipotik, sedangkan di luar KUHPerdata adalah

jaminan fidusia dan hak tanggungan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang

antara lain adalah:

a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda, yaitu dimana hak itu

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga.

b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu

milik debitur karena debitur dan kreditur telah mengikatkan diri dengan

suatu perjanjian penjaminan.

c. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh pihak manapun.

d. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu

berada (droit de suite/zaaksgevolg).

e. Hak tersebut mengandung asas publisitas (pencatatan) dan prioritas, yaitu

hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada

yang terjadi kemudian (droit de preference).

f. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang dilakukan dengan

cara mengalihkan perjanjian pokoknya, seperti hipotik.

g. Bersifat perjanjian tambahan (accessoir), dengan demikian perjanjian

jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya.32

2.1.4 Macam-macam Jaminan Kebendaan

1. Gadai

Gadai diatur mulai dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160

KUHPerdata. Perumusan gadai menurut KUHPerdata adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk
mengam,bil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang

31 Ibid.
32 Hasbullah (b), op. cit., hlm. 17.
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barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkannya,
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.33

Gadai memiliki ciri-ciri dari jaminan kebendaan pada umumnya. Namun

demikian, gadai juga memiliki sifat khusus yang diantaranya adalah:

a. Tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), maksudnya dengan telah

dilunasinya sebagian hutang bukan berarti hapusnya sebagian hak gadai.

Hal ini ditentukan oleh Pasal 1160 KUHPerdata;

b. Objek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan

kreditur. Hal ini merupakan syarat terpenting dari perjanjian gadai yaitu

inbezitstelling, yaitu melepaskan objek gadai dari kekuasaan debitur

(pemberi gadai) untuk diserahkan pada kreditur (penerima gadai)

sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata;

c. Benda yang digadaikan merupakan jaminan pelunasan hutang, sehingga

kreditur hanya boleh menyimpan objek gadai, tidak boleh menggunakan,

menikmati atau memiliki objek gadai tersebut.

2. Hipotik

Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdata. Pasal

tersebut mendefinisikan hipotik sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda

tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu

perikatan. Dalam hipotik terdapat asas-asas dan sifat-sifat dari hukum kebendaan

sebagai berikut.34

a. Hipotik bersifat memaksa.

Sifat memaksa ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa hipotik

hanya dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak, karena terhadap benda

bergerak dibebani dengan gadai atau fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 1162

KUHPerdata. Ketentuan lain yang menunjukkan hipotik bersifat memaksa

adalah Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, yang menentukan bahwa

pembebanan hipotik harus dilakukan dengan bentuk akta otentik. Apabila

pembebanan hipotik tidak dengan akta otentik maka hipotik menjadi tidak sah.

33 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1150.
34 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), hlm. 207.
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Hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat kuasa pemberian hipotik yang harus

dibuat dengan akta otentik.

b. Hipotik mengikuti bendanya (droit de suite).

Pengaturan mengenai sifat droit de suite yang merupakan konsekuensi

dari sifat accesoir dari hipotik dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdata yang

meyatakan bahwa “benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, di

dalam tanganya siapapun ia berpindah.”35 Dengan adanya sifat droit de suite

maka pemegang hipotik dilindungi oleh undang-undang, karena ke mana pun

hak hipotik itu beralih maka pemegang hak kebendaan tersebut berhak untuk

menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi.36

c. Hipotik memiliki sifat mendahului (droit de preference)

Sifat mendahulu merupakan sifat khas dari hak kebendaan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Secara lebih khusus, KUHPerdata

menentukan bahwa (i) hak untuk didahulukan di antara para kreditur terbit dari

hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik;37 (ii) gadai dan hipotik adalah lebih

tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-

undang ditentukan sebaliknya.38 Yang dimaksud denganhak didahulukan

dalam hal ini adalah hak bagi kreditur pemegang hipotik untuk didahulukan

dari kreditur-kreditur lain dalam mendapatkan uang pelunasan piutangnya

hasil eksekusi benda yang dihipotikkan.

d. Hipotik dapat beralih (dipindahtangankan)

Perjanjian hipotik merupakan perjanjian yang bersifat accessoir yang

berarti perjanjian hipotik tambahan dari perjanjian pokoknya. Dari sifat ini

berarti selama dan sepanjang perjanjian pokoknya memungkinkan untuk

dialihkan maka hipotik yang mengikuti perjanjian pokok tersebut ikut beralih.

Ketentuan pada KUHPerdata yang secara khusus mengatur tentang pengalihan

perikatan atau piutang yang dijamin adalah dalam Pasal 1172 yang merupakan

ketentuan yang sifatnya khusus karena berbeda dari ketentuan tentang

pengalihan piutang pada umumnya. Sebagai contoh, dalam piutang yang

35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1163 ayat (2).
36 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hlm. 220.
37 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1133.
38 Ibid., ps. 1134 ayat (2).
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dibebani gadai tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengharuskan

pengalihannya dibuat dalam suatu akta otentik.

e. Hipotik bersifat individual

Pengertian dari asas individualiteit ialah bahwa yang bisa dimiliki sebagai

kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan

terpisah.39

f. Hipotik bersifat menyeluruh

Maksud dari hipotik bersifat menyeluruh adalah bahwa hipotik tidak bisa

diberikan dengan cara bagian per bagian karena perlekatan yang terjadi atas

benda yang dihipotikkan merupakan bagian dari pembebanan hipotik sehingga

hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dapat

dilihat dalam ketentuan Pasal 1165 KUHPerdata.

g. Hipotik tidak bisa dipisah-pisahkan

Sifat ini juga dikenal dengan istilah onsplitbaarheid, yang berkaitan

dengan sifat menyeluruh hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1163

KUHPerdata. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa terhadap suatu hutang

yang dibebankan hipotik atas beberapa benda yang berdiri sendiri, hipotik akan

tetap melekat pada seluruh objek tersebut termasuk setiap bagiannya, selama

dan sepanjang hutang tersebut belum dilunasi seluruhnya.

h. Asas Publisitas dalam hipotik

Hipotik lahir setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman

pembebanan hipotik atas suatu benda dalam register-register umum, yang

mana jika hal tersebut tidak dilakukan maka suatu hipotik tidaklah mempunyai

sesuatu kekuatan apapun, bahkan terhadap kreditur-kreditur yang tidak

mempunyai ikatan hipotik.40

i. Asas Prioritas dalam Hipotik

Asas prioritas merupakan akibat dari adanya asas publisitas. Maksud dari

asas prioritas dalam hipotik adalah bahwa hipotik memberikan pelunasan

mendahulu secara berjenjang anatara para pemegang hipotik (kreditur) sesuai

dengan urutan pencatatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1181

KUHPerdata.

39 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hlm. 214.
40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1179.
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j. Asas Spesialitas dalam Hipotik

Dalam akta hipotik harus disebutkan secara rinci mengenai benda yang

dibebani hipotik termasuk wujudnya, ukuran, letak dan jenisnya. Maksud asas

ini adalah hipotik hanya bisa dilakukan atas benda yang ditunjuk secara

khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 1174 KUHPerdata.

k. Hipotik bersifat Terbatas

Hipotik adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas sehingga tidak

memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegangnya. Hipotik hanya

memberikan hak pelunasan mendahulu bagi pemegangnya. Hal-hal yang dapat

dilakukan untuk mendapat pelunasan adalah dengan cara menjual sendiri atau

melalui pelelangan berdasarkan perintah pengadilan. Dari hasil penjualan atau

pelelangan benda yang dijadikan objek hipotik maka hutang dapat dilunasi.

Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka

pemegang hipotik tidak berhak menerima sisa hasil itu. Sisa hasil penjualan

dan pelelangan harus dikembalikan kepada pemberi hipotik sebagai pemilik

barang.

3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), yang merupakan pelaksanaan amanat

dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak

guna usaha, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor

lain.41

41 Indonesia (b), op. cit., ps. 1 ayat (1).
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2.2 Fidusia Sebagai Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara

Kepercayaan” dalam terminologi Belanda disebut dengan istilah lengkapnya

berupa Fiduciare Eigendom Overdracht atau “FEO” (pengalihan hak milik

secara kepercayaan) berkaitan dengan ketentuan mengenai gadai dalam pasal

1152 ayat (2) KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang

digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai.

Fidusia artinya adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.42 Ciri yang tampak dari defini

fidusia tersebut dapat dirumuskan antara lain pengalihan hak suatu benda, atas

dasar kepercayaan, benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dapat

disimpulkan adanya penyerahan suatu benda secara yuridis, tetapi belum

berpindah secara nyata, karena penguasaan bendanya masih berada di tangan

pemilik benda tersebut. Ciri inilah yang membedakan lembaga jaminan Fidusia

dengan lembaga jaminan Gadai. Sedangkan definisi jaminan Fidusia adalah hak

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,

sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.43

2.2.2 Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memiliki ciri-ciri yaitu:

a. Penyerahan benda dilakukan atas dasar kepercayaan, yang berarti bahwa

debitur menyerahkan hak milik atas benda yang difidusiakan tidak

42 Indonesia (c), op. cit., ps. 1 ayat (1).
43 Ibid., ps. 1 ayat (2).
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dimaksudkan untuk menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut.44 Akan

tetapi, benda bersangkutan hanyalah merupakan jaminan pelunasan hutang

sehingga apabila hutang telah lunas seluruhnya maka benda yang

difidusiakan akan kembali menjadi milik debitur.

b. Constitutum prossessorium45, hal ini merupakan syarat penting dari jaminan

fidusia yang berarti pengalihan hak milik atas suatu benda dengan

melanjutkan kekuasaan atas benda tersebut. Hal ini dilakukan dengan janji

bahwa benda yang dibebani fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur,

sehingga yang diserahkan kepada kreditur adalah hak tersebut.

c. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang

diutamakan (droit de preference). Kreditur sebagai penerima fidusia

memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lainnya artinya

jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda

jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan

pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Asas ini

bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 (UU Fidusia).

d. Asas droit de suite, artinya penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai

hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan

siapapun benda itu berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek jaminan

fidusia yang berbentuk benda persediaan (inventory). Objek jaminan fidusia

yang berbentuk benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat dijual

setiap saat karena benda persediaan tersebut merupakan barang-barang dari

hasil produksi industri memang untuk diperdagangkan. Sifat droit de suite

dapat dicontohkan kepada benda objek jaminan fidusia berupa bus-bus dan

truk-truk, apabila pemberi fidusia menjual benda tersebut maka berdasarkan

sifat droit de suite pemerima fidusia dapat mengeksekusi bus-bus dan truk-

truk tersebut apabila pemberi fidusia cidera janji. Jadi penjualan objek

jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak

44 Ibid., ps. 1 angka 2.
45 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Jaminan Fidusia, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2003), hlm. 16.
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kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan (objek fidusia) itu, sebagaimana

diatur Pasal 20 UU Fidusia beserta penjelasannya.

e. Asas accessoir, seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, artinya jaminan

fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau

hapusnya tergantung perjanjian pokoknya atau yang berarti keberadaan

jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian utamanya. Sifat accesoir pada

jaminan fidusia menimbulkan konsekuensi dalam hal piutang yang dijamin

dengan jaminan fidusia beralih kepada kreditur lain, maka jaminan fidusia

yang menjaminnya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru. Mengenai

sifat accessoir ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 25 UU

Fidusia.

f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU Fidusia, bahwa utang yang

pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1) Utang yang telah ada, dimana besarnya utang telah ditetapkan jumlahnya

berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam

jumlah tertentu; atau

3) Utang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Penentuan berdasarkan jumlah awal dalam perjanjian kredit adalah

keliru, karena penentuan jumlah akhir utang debitur (credit outstanding)

yang memperoleh kredit dari bank bukan berdasarkan perhitungan yang

ditentukan dari awal pada perjanjian kredit/perjanjian pokok, karena

jumlah angsuran yang dibayar sebelum wanprestasi tidak bisa ditentukan

dari awal. Perhitungan jumlah akhir utang dihitung berdasarkan

perhitungan dalam pembukuan bank sebagaimana dicantum dalam

rekening kredit dari debitur yang bersangkutan.46

g. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari 1 (satu) utang, artinya adalah

jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau

46 Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeni, SH., Kumpulan Makalah Mengenai Transaksi Berjamin
(Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2002), hlm. 739.
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kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia seperti tercantum dalam Pasal

8 UU Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk penerima kredit dalam rangka

pembiayaan kredit konsorsium. Dalam kredit konsorsium atau yang lebih

dikenal dengan kredit sindikasi terdapat beberapa lembaga pemberi

kredit/bank yang terlibat dalam pemberian kredit terhadap satu debitur,

namun pada dasarnya tetap diwakili oleh satu wakil yang disebut agen

fasilitas atau agen bank yang bertindak untuk dan atas nama para kreditur.

Jadi pada dasarnya tetap ada satu kreditur. Jaminan fidusia tidak dikenal

adanya pemegang jaminan fidusia peringkat pertama, kedua dan seterusnya

seperti pada pengikatan Hak Tanggungan. Hal ini mengacu pada pasal 17 UU

Fidusia yang menegaskan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan

fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah

terdaftar.”

h. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru

akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU Fidusia.

i. Asas spesialitas, yang ditemui dalam Pasal 6 UU Fidusia. Hal ini mengatur

bahwa dalam pemberian jaminan fidusia harus diuraikan secara detil dan

jelas mengenai subjek dan objek fidusia termasuk mennguraikan tentang nilai

penjaminan, nilai objek fidusia dan nilai hutang.

j. Asas publisitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU Fidusia,

pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

Fidusia.

k. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki

oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 33 UU Fidusia.

l. Asas prioritas yang berarti bahwa jaminan fidusia memberikan hak yang

mendahulu kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan

pembebanan jaminan fidusia daripada kreditur yang mendaftarkannya

kemudian. Diatur dalam Pasal 28 UU Fidusia.

m. Asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Fidusia,

yaitu pemberi fidusia dengan itikad baik tetap menguasai benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya asas ini, diharapkan pemberi
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fidusia akan memelihara obyek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan

dan menggadaikannya kepada pihak lain.

n. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 15 dan Pasasl 29 UU Fidusia. Sertifikat fidusia memiliki titel

eksekutorial yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis

bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

o. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia

beserta klaim asuransinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b UU

Fidusia . Sifat ini memberikan keamaan bagi kepentingan kreditur karena

objek jaminan fidusia menjadi luas bukan hanya benda-benda saja tetapi

meliputi juga hasil dari pemanfaatan atau pengelolaan dari benda yang

menjadi objek jaminan fidusia termasuk klaim asuransinya jika benda objek

jaminan fidusia diasuransikan.

2.2.3 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan ruang lingkup jaminan fidusia adalah luasnya

cakupan jaminan fidusia yang dapat dilihat dari sudut objek yang menjadi

jaminan fidusia.

Jaminan fidusia hanya dapat dijaminkan atas benda-benda bergerak dan

benda bukan tanah, seperti rumah sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak

Tanggungan.47 Untuk mengetahui banda apa saja yang dapat dijadikan objek

jaminan fidusia, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 4, Pasal 9, Pasal 10 dan

Pasal 20 UU Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi jaminan fidusia adalah:

a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

b. benda berwujud;

c. benda tidak berwujud, termasuk piutang;

d. benda bergerak;

e. benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan Hak Tanggungan

dan/atau hipotik;

47 Hasubullah (b), op.cit., hlm. 56.
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f. benda yang terdaftar atau tidak terdaftar;

g. benda yang sudah ada atau benda yang baru akan ada;

h. hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;

i. hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

j. benda persediaan.

2.2.4 Bentuk Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia harus dituangkan dalam bentuk notariil, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia yaitu dalam pembebanan benda

dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan

merupakan akta jaminan fidusia. Akta notaris ini merupakan syarat materril untuk

berlakunya ketentuan Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia

yang dibuat para pihak. Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dan sesuai dengan

ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian yang

sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak

daripadanya. Akta notaris dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.48

2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi

fidusia dan berlaku terhadap seluruh benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dimanapun benda itu berada, termasuk di luar Indonesia.49

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia50

yang terletak di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan oleh penerima

48 Indonesia (c), op. cit., ps. 6.
49 Ibid., ps. 11.
50 Ibid., ps. 12.
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fidusia atau kuasanya yang sah dengan menyertakan pernyataan pendaftaran

jaminan fidusia yang memuat:

a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris

yang membuat akta jaminan fidusia;

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.51

Pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas maka akan dicatat dalam

Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.52 Selanjutnya,

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.

Sertifikat Fidusia yang memiliki titel eksekutotial53 ini merupakan salinan dari

Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan dan keterangan yang sama

sebagaimana terdapat dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

2.2.6 Lahirnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 14 ayat (3) UU Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal

yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dan dicatat dalam Buku

Daftar Fidusia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena pendaftaran

dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka

tanggal lahir jaminan fidusia adalah tanggal diterimanya permohonan

pendaftaran.

Sertifikat Fidusia yang dipegang oleh penerima fidusia, memiliki titel

eksekutorial maka dalam hal terjadinya wanprestasi, penerima fidusia dapat

melaksanakan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 15 ayat

(3) UU Fidusia membatasi kewenangan penerima fidusia untuk melaksanakan

eksekusi tersebut, yaitu penjualan objek jaminan fidusia, hanya jika pemberi

fidusia melakukan cidera janji.

51 Ibid., ps. 13
52 Ibid., ps. 14 ayat (1).
53 Ibid., ps 15.
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Bila terjadi perubahan dalam perjanjian fidusia seperti pengalihan hak atas

piutang yang dijamin dengan fidusia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19

ayat (1) UU Fidusia dan hal-hal lain yang perlu untuk diubah, maka dapat

mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor

Pendaftaran Fidusia, tetapi tidak perlu disertai dengan Akta Jaminan Fidusia

lagi.54

Pasal 25 ayat (1) UU Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia hapus

karena:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Mengenai musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai

dengan Pasal 1381 KUHPerdata. Untuk melindungi kepentingan penerima

fidusia, pembuat undang-undang merumuskan Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 10 huruf

b UU Fidusia. Ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Fidusia, bahwa musnahnya

benda objek jaminan fidusia tidak menghapus hak penerima fidusia untuk

menerima hasil klaim asuransi atas benda tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia tersebut haruslah diberitahukan oleh penerima

fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sebelum dicoretnya pencatatan

jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia, maka piutang tersebut tetap

berkedudukan sebagai jaminan, sehingga kewenangan pemberi fidusia masih

terbatas.

2.2.7 Pengalihan Jaminan Fidusia

Sifat accessoir jaminan fidusia sebagai yang disebut dalam Pasal 4 UU

Fidusia lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 19 UU Fidusia, yang menyatakan

bahwa:

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
penerima fidusia kepada kreditur baru.

54 Ibid., ps. 16 ayat (1) dan penjelasannya.
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(2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia

bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang

dikehendaki. Dalam kaitannya dengan tindakan “pengalihan”, pada dasarnya

suatu tagihan dapat saja dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan suatu tagihan

bahkan bisa tanpa persetujuan debitur.55 Pengalihan suatu tagihan tersebut

haruslah dibuat dengan suatu akta yang disebut akta cassie, baik notarial ataupun

dibawah tangan ( Pasal 613 KUHPerdata).

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia disebutkan bahwa terjadi pengalihan

hak tagihan yang dijamin dengan fidusia, maka segala hak dan kewajiban

penerima fidusia berdasarkan akta pemberian jaminan fidusia beralih kepada

kreditur baru dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UU Fidusia oleh Pasal

19 ayat (2) ditentukan bahwa hal itu oleh kreditur baru harus dilaporkan kepada

Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur baru tersebut harus dapat memberikan bukti

yang meyakinkan pejabat pendaftar fidusia bahwa perjanjian pokok/tagihan yang

dijaminkan dengan fidusia yang bersangkutan, memang telah beralih kepada

kreditur baru.

55 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 613 ayat (1), (3), dan (4).
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BAB III

PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

3.1 Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Bergerak

Pengertian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat di atmosfer karena

gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap

permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.56 Selain pesawat udara,

istilah lain yang digunakan dala Undang-Undang Penerbangan adalah pesawat

terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat

dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.57 Sedangkan

helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara yan lebih berat dari

udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.58 Dari pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa pesawat terbang dan helikopter merupakan

bagian dari pesawat udara.

Dalam KUHPerdata dikenal berbagai macam penggolongan benda antara

lain benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak,

benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai, benda yang dapat

diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, benda yang sudah ada dan

benda yang akan ada, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti.59

Salah satu penggolongan benda dalam KUHPerdata adalah benda

bergerak dan tidak bergerak. Penggolongan benda bergerak dapat ditentukan oleh

sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti kapal-kapal, perahu-

perahu, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu serta benda-benda

lain yang sejenis.60 Melihat pada sifatnya yang sering berpindah-pindah maka

pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak, sehingga ketentuan yang

mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Akan tetapi sifat

hukum pesawat udara berbeda dari benda bergerak lainnya dalam dua hal yaitu

56 Indonesia (a), op. cit., psl. 1 angka 3.
57 Ibid., psl. 1 angka 4.
58 Ibid., psl. 1 angka 5.
59 Mochamad Isnaeni, Hipotik Pesawat Terbang, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996),

hlm.114-115.
60 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., psl. 510.
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pesawat udara harus didaftarkan (registration mark) dan memiliki tanda

kebangsaan (nationality mark) sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi

Chicago 1944. Tanda kebangsaan ini akan menetukan hukum nasional mana yang

berlaku atas pesawat udara baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum

perdata. Meskipun demikian, untuk berbagai kepentingan khusus, peraturan

perundang-undangan di mayoritas negara lain justru memberlakukan status

hukum pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Kecendrungan ini yang

menimbulkan pendapat di kalangan ahli hukum untuk memberikan suatu

exceptional status sebagai benda bergerak yang diatur khusus dan menamakannya

moveable property sui generis. Sui generis ini menunjuk pada suatu sifat

tersendiri dari keberadaan pesawat.61

Beberapa ahli hukum perdata seperti Mariam Darus Badrulzaman62 dan

Mieke Komar Kantaatmadja63 berpendapat bahwa klasifikasi kebendaan dalam

benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan dan

kebutuhan saat ini. Kecenderungannya saat ini adalah untuk menambahkan

pembedaan benda sebagai benda terdaftar dan tidak terdaftar yang dapat

diterapkan baik itu dalam benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Melihat kepentingan khusus mengenai pendaftaran yang wajib dilakukan

oleh pesawat udara, maka para ahli hukum berpendapat bahwa pesawat udara

dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar (registrable moveable property).

Sehubungan dengan hal tersebut, J.P. Honig menyatakan bahwa dengan adanya

pemberian suatu tanda nasionalitas serta kewajiban pendaftaran pada negara

tertentu, maka pesawat udara dianggap mempunyai status yang khusus dimana

atas pesawat udara diterapkan ketentuan khusus tentang perolehan (acquisition)

dan pengasingan (alienation) yang tidak berlaku pada benda bergerak lainnya

serta pesawat udara tunduk pada peraturan hukum tentang penahanan dan

penyitaan (attachment) yang berbeda dengan benda bergerak lainnya.64

61 Mieke Komar Kantaadmadja, Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari
Hukum Udara, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 47.

62 Mariam Darus Badrulzaman, Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hlm. 142-144.

63 Kantaatmadja, op. cit., hlm. 48-49.
64 Ibid., hlm. 49-50.
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3.1.1 Cara Perolehan Pesawat Udara

Dengan mahalnya harga pesawat udara, membuat perusahaan

penerbangan tidak dapat melakukan pembelian pesawat udara secara tunai. Untuk

itulah dibutuhkan sebuah lembaga keuangan sebagai pemilik dana yang bersedia

untuk memberikan pinjaman/kredit bagi perusahaan penerbangan. Namun

demikian, dengan adanya ketidakpastian hukum mengenai ketentuan yang secara

khusus mengatur lembaga jaminan pesawat udara, mengakibatkan pemilik dana

seperti bank tidak berani untuk memberikan fasilitas kredit. Akibatnya saat ini

pembelian pesawat udara oleh perusahaan penerbangan banyak dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

a. Sewa-Beli

Perjanjian sewa-beli telah lama dipraktekkan secara luas dan diakui oleh

yurisprudensi Indonesia.65 Sewa-beli ini tercipta melalui praktek atau kebiasaan

sehari-hari yang diperkenankan karena hukum perjanjian KUHPerdata menganut

asas kebebasan berkontrak.66

Sewa-beli merupakan perjanjian beli sewa yang harganya dibayar secara

angsuran dan peralihan hak milik terjadi, jika harga seluruhnya dibayar lunas.67

Selain itu, pengertian sewa-beli yang berkaitan dengan pesawat udara diatur

dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No.1/ED/1971.

Yang dimaksud dengan bentuk hukum ‘sewa-beli’ adalah yang dikenal
sebagai ‘hire-purchase’ yang menetapkan bahwa milik pesawat udara
beralih kepada pembeli sejak perjanjian tersebut berlaku dan pembayaran
pertama dilunasi.68

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pembelian pesawat secara sewa-

beli dianggap sebagai pemilik yang sah, artinya pesawat yang disewa-beli serta

merta beralih hak miliknya kepada pihak pembeli bersamaan dengan beralihnya

65 M. Yahyah Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni Bandung, 1986),
hlm. 226.

66 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: semua persetujuan yang dibuat secara
sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

67 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan
Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, cet.3, (Bandung: Alumni, 2000).

68 Kementrian Perhubungan, Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Penjelasan Pasal 11
SK Menteri Perhubungan No. SK Menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971, SE No. 01/ED/1971,
butir 1.
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kedudukan berkuasa (bezit) atas pesawat udara tersebut pada saat pembayaran

pertama dilakukan.

Pengaturan khusus atas sewa-beli pesawat udara tersebut ditujukan untuk

kepentingan yang menyangkut pendaftaran pesawat udara guna memperoleh

tanda kebangsaan pesawat udara, karena hanya pesawat udara milik Bangsa

Indonesia yang dapat beroperasi dalam yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu,

untuk mengatasi masalah ini pemerintah melalui Kementrian Perhubungan

menciptakan konstruksi khusus bagi sewa-beli pesawat udara.69

Di dalam Pasal 11 SK Menteri Perhubungan No. SK/13/S/1971 dan Surat

Edaran Menteri Perhubungan No.01/ED/1971, menyebutkan salah satu syarat dari

sewa-beli yaitu harus disertai jaminan dalam bentuk mortgage. Sementara di

dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No.01/ED/1971, dinyatakan bahwa

perjanjian sewa-beli pesawat udara didaftarkan di Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

Di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law tidak mengenal

lembaga mortgage tersebut, oleh karena itu lembaga jaminan yang hanya dikenal

di Indonesia antara lain: gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan.

Dengan tidak diakuinya lembaga jaminan mortgage di Indonesia, maka

perolehan pesawat udara melalui sewa-beli yang diatur dalam SK menteri

Perhubungan No. SK/13/S/1971 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan No.

01/ED/9171 tidak berlaku lagi.

b. Leasing

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi Leasing atau

sewa guna usaha sebagai berikut:

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala
disertai dengan hak pilih (optie) bagi yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah
disepakati bersama.70

69 Badrilzaman, op. cit., hlm. 150.
70 Ibid., hlm. 151
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Sementara perjanjian leasing didefinisikan sebagai berikut:

Suatu persetujuan dengan nama seorang lesse (penerima lesse) menyetujui
akan membayar suatu pembayaran berkala pada pihak lessor (pemberi
lease), jumlah pembayaran mana melebihi jumlah pembelian peralatan
tersebut.71

Di dalam perjanjian leasing pesawat udara tersebut dimuat ketentuan-ketentuan

mengenai hak milik, besarnya pembayaran sewa guna (lease), jangka waktu,

pemeliharaan, asuransi/ganti rugi dan ketentuan lain yang dipandang perlu oleh

kedua belah pihak seperti hak lesse untuk mengoperasikan pesawat udara.72

Bentuk leasing pesawat udara yang paling sederhana mengikutsertakan

tiga pihak, yaitu owner lessor pesawat udara atau perusahaan leasing sebagai

pemberi leasing, pihak financier owner lessor (lender) sebagai perusahaan

pemilik dana dan pihak operator penerbangan atau perusahaan penerbangan

sebagai penerima lease (lessee).

Perolehan pesawat udara melalui sewa guna usaha (leasing) dapat

dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1992 tentang Penerbangan jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/78/AU-

001/PHB-86 tentang Syarat Pendaftaran dan Operasional Pesawat Udara yang

Diperoleh Dengan Cara Leasing.

c. Cara lainnya

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang

Penerbangan mengizinkan dilaksanakannya bentuk perjanjian lain di samping

sewa-beli dan sewa guna usaha dalam rangka pengadaan/perolehan pesawat udara

di Indonesia. Adapun bentukbentuk perjanjian yang lazim digunakan dalam

rangka pengadaan pesawat udara adalah equipment trust, conditional sale, dan

charter.

Bentuk perjanjian equipment trust dan conditional sale merupakan

perjanjian yang menimbulkan suatu hak kebendaan yang bersifat jaminan bagi

71 Kantaatmadja, op. cit., hlm. 130.
72 Badrulzaman, op. cit., hlm. 151.
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penjual, trustee maupun pihak yang menyewakan, sedangkan yang dimaksud

dengan charter adalah perolehan pesawat dengan cara menyewa.73

3.1.2 Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia

Ada dua jenis pendaftaran pesawat udara, yaitu pendaftaran publik dan

pendaftaran hak-hak perdata.74 Dengan melakukan pendaftaran publik, suatu

negara akan memberikan tanda kebangsaan kepada pesawat udara tersebut.75 Hal

ini berarti tanda kebangsaan yang diperoleh dari pendaftaran pesawat udara dapat

menentukan hukum nasional mana yang menguasai pesawat udara, yang diakui

oleh hukum internasional serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara yang

berlaku terhadap pesawat udara itu baik dalam lingkup hukum nasional maupun

internasional. Sedangkan pendaftaran dalam hukum perdata, akan menyangkut

hal-hal yang berkaitan dengan status hukum keperdataan, hak kepemilikan, hak

kebendaan lain, penyerahan, pendaftaran hak, dan akibat-akibat hukumnya.76

Register terakhir ini menunjuk pada keadaan hukum (rechstoestand) pesawat

udara yang sebenarnya.77

Ketentuan yang mewajibkan pesawat udara didaftarkan terdapat dalam

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dima setiap

pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda

pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran

Indonesia atau tanda pendaftaran asing. Untuk mendapatkan tanda pendaftaran di

Indonesia, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan, suatu pesawat udara sipil yang didaftarkan di Indonesia harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak terdaftar di negara lain; dan

b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum

Indonesia;

c. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan

dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

73 Kantaatmadja, op. cit., hlm. 119.
74 Badrulzaman, op. cit., hlm. 154.
75 Kantaatmadja, op. cit., hlm. 35.
76 Ibid., hlm.31.
77 Badrulzaman, op. cit., hlm. 154.
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untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus

menerus berdasarkan suatu perjanjian;

d. Dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat

udara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk misi penegak hukum; atau

e. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu

perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk

kegiatan penyimpanan, penyewaan dan/atau perdagangan udara.

Selanjutnya persyarat yang harus dipenuhi oleh pemilik pesawat udara atau

kuasanya dalam rangka pendaftaran pesawat udara adalah:

a. Menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara;

b. Menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarakan di

negara lain;

c. Memenuhi ketentuan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh

Menteri Perhubungan;

d. Bukti asuransi pesawat udara;

e. Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.78

3.2 Tinjauan Umum Jaminan Kredit

3.2.1 Pengertian Kredit dan Pemberian Kredit Perbankan

Ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan menyatakan

bahwa “Kredit” adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu…” Oleh karena penyediaan uang atau tagihan tersebut memberikan

resiko bagi pihak pemberi kredit (kreditur) dalam penelitian ini adalah Bank,

maka undang-undang memberikan pengaturan dalam Pasal 8 serta penjelasannya

yang menyatakan bahwa kredit dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-

asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut dalam pemberian kredit maka

diperlukan adanya jaminan yang diartikan sebagai keyakinan Bank terhadap

kemauan dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Keyakinan ini tidak boleh datang

78 Indonesia (a), op. cit., psl. 26 ayat (1).
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begitu saja namun harus didahului dengan penelitian dan analisa yang seksama

terhadap beberapa kriteria-kriteria tertentu, yang mencakup analisa atas watak

(character), kemampuan (capability&capacity), modal (capital), prospek usaha

(conditions), dan agunan (collateral), kelima hal tersebut biasa dikenal dengan

sebutan 5 (Five) C’s atau Formula 5C.79

1) Watak (character)

Character adalah salah satu suatu objek yang akan di-analisa

dengan tujuan untuk mengetahui dan meyakini bahwa karakter calon

debitur adalah baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan di

kemudian hari, semisal munculnya niat/itikad tidak baik dari diri debitur

untuk sengaja tidak membayar kewajibannya sekalipun debitur memiliki

kemampuan untuk membayar. Hal ini penting dan bahkan menjadi

prioritas utama dalam prinsip pemberian kredit yang mengutamakan

kepercayaan, sehingga bilamana analisa karakter tidak dilakukan dengan

benar maka bank berisiko mendapat tunggakan pembayaran atau bahkan

menerima gugatan dari debitur beritikad buruk yang hendak mengambil

keuntungan dengan dalil bahwa bank lebih dulu melakukan wanprestasi.

Oleh karena itu beberapa hal yang penting di-analisa dalam karakter

debitur adalah integritas yang meliputi; tanggung jawab/responsibility,

kejujuran/honesty, keseriusan dalam berbisnis dan kehendak untuk

membayar/willingness to pay.

2) Kemampuan (capability&capacity)

Bank perlu memiliki keyakinan dalam mengetahui dan

mempercayai bahwa calon debitur mempunyai keahlian/skill dan

kemampuan/capability yang cukup untuk menjalankan usaha yang akan

dibiayai oleh bank dengan fasilitas kredit sehingga usaha tersebut akan

dapat tetap berjalan dan memperoleh pendapatan dan keuntungan yang

cukup bagi debitur sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan

kewajibannya pada bank yaitu membayar kembali kredit yang diberikan

beserta bunga. Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat

meliputi aspek pemasaran, produksi, kualitas dan reputasi manajemen

79 Hermansyah, SH., M.Hum, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2011), hlm. 64-65.
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yang kesemuanya harus melewati analisa oleh pihak bank sehingga kredit

yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai

kebutuhan dan kapasitas debitur.

3) Modal (capital)

Analisa yang penting juga harus dilakukan atas modal calon

debitur untuk mengetahui dan meyakini bahwa calon debitur memiliki

modal yang cukup untuk menjalankan usahanya yang dibiayai oleh kredit.

Hal ini biasa dikenal dengan risk sharing, yaitu suatu pembagian resiko

dimana pihak bank yang memegang resiko saat mengeluarkan dana juga

harus di-‘teman’-i oleh debitur yang juga harus memiliki modal/dana,

sehingga bila terjadi resiko kerugian dalam bisnis, maka dana/modal

debitur juga dapat menutupi kerugian tersebut. Risk Sharing ini dapat

dilakukan dengan melihat sumber & struktur modal calon debitur, kualitas

pengelolaan/manajemen modal, pemanfaatan laba yang diterima, dan lain

sebagainya.

4) Prospek usaha (conditions)

Prospek usaha calon debitur menjadi perhatian yang seksama oleh

bank untuk mendapatkan keyakinan apakah usaha calon debitur telah

didukung oelh sumber bahan baku yang cukup serta apakah telah

tersedia/ada pasar yang dapat menyerap hasil produksi debitur (baik dalam

dan luar negeri) sehingga prospek usaha debitur dapat berjalan terus

sampai beberapa periode ke depan hingga pelunasan hutang-hutangnya

pada bank. Dengan kata lain bank harus menilai kekuatan perusahaan dan

kemampuannya untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal bisnis

baik politik, sosial, ekonomi bahkan budaya, demi berjalannya perusahaan

dan pada akhirnya menunaikan kewajiban pada bank.

5) Agunan (collateral)

Keyakinan bank dalam memberikan kredit pada calon debitur juga

harus dapat dinilai dengan ukuran dan kuantitas yang jelas dan nyata,

dalam arti sebelum bank memberikan sejumlah dana kepada calon debitur,

bank harus meyakini bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank

memiliki jaminan sebagai pengganti pembayaran bilamana tidak
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dikembalikan oleh debitur. Jaminan inilah yang disebut dengan penelitian

terhadap collateral.

Dalam meneliti aspek agunan, bank harus meyakini bahwa agunan

yang diserahkan oleh calon debitur telah memenuhi beberapa kriteria

baik segi kecukupan nilai maupun jumlah yang akan diukur melalui

taksasi(penilaian) jaminan, hingga segi legalitas/keabsahan

kepemilikan dari jaminan/agunan tersebut. Hal ini sangat

crucial/penting bagi pihak bank oleh karena bilamana salah satu dari

segi tersebut kurang, maka bank berisiko tidak mendapatkan

pengembalian dana secara utuh, bahkan tidak mendapatkan

pengembalian sama sekali, contohnya bilamana harga agunan lebh

kecil dari kredit yang diberikan atau bila ternyata Sertifikat Hak Milik

yang diagunkan bukan milik debitur melainkan milik orang lain yang

dikuasai debitur secara tidak sah sehingga tidak dapat dilakukan

pengikatan jaminan.

3.2.2 Perjanjian Kredit

Pengertian dari suatu Perikatan adalah adanya hubungan hukum antara

dua subyek hukum yang memberikan hak pada satu pihak untuk menuntut suatu

prestasi dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk

memnuhi tuntutan prestasi yang dimaksud, baik berupa penyerahan suatu barang,

melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam hal

pemberian kredit perbankan, perikatan muncul antara bank sebagai kreditur dan

nasabah sebagai debitur yaitu di satu pihak bank memiliki hak untuk menuntut

pembayaran/pelunasan hutang dari debitur sementara debitur memiliki kewajiban

untuk melakukan prestasi berupa pelunasan hutang.

Melihat dari sisi timbulnya perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dapat timbul dari dua hal yaitu baik karena undang-undang dan

karena suatu perjanjian. Dalam hal pemberian kredit perbankan, maka perikatan

timbul karena adanya suatu perjanjian yang dibuat antara bank sebagai pemberi

kredit/kreditur dan nasabah sebagai penerima kredit/debitur, perjanjian mana
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disebut dengan Perjanjian Kredit. dengan kata lain Perjanjian Kredit adalah

sebagai berikut:

“Perjanjian antara Bank dengan nasabah dimana Bank berjanji untuk

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah dan nasabah

bersedia dan berjanji untuk mengembalikannya pada suatu waktu tertentu

disertai dengan bunga.”

Terdapat beberapa alasan Perjanjian Kredit harus dibentuk sebelum Bank

memberikan kredit kepada nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyatakan harus terdapat

persetujuan terlebih dahulu di antara para pihak.

2. Perjanjian Kredit dibentuk demi memenuhi alat bukti untuk membuktikan

bahwa telah timbul hak dan kewajiban timbal balik antara Bank dengan

nasabah.

3. Perjanjian Kredit adalah sebagai perjanjian pokok/induk yang kemudian

akan menjadi dasar bagi perjanjian ikutan/turunannya seperti perjanjian

pengikatan jaminan (agunan).

4. Perjanjian Kredit merupakan dasar kesepakatan yang berisi segala

ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang telah disetujui para pihak,

seperti jumlah kredit, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, tingkat

bunga, jaminan, dsb.

3.2.3 Subjek dan Objek Hukum Perjanjian Kredit Perbankan

Subyek atau pihak dalam suatu Perjanjian kredit setidaknya mencakup 2

(dua) pihak yaitu kreditur selaku pemberi kredit (dalam hal ini adalah Bank) dan

debitur selaku penerima kredit (dalam hal ini nasabah). Untuk melihat pihak yang

dapat memenuhi syarat sebagai debitur, maka bank membedakan antara debitur

sebagai orang perorangan dan debitur sebagai badan hukum, sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.80

1. Orang Perorangan

Subyek hukum orang yang dapat menjadi debitur dan menerima

pemberian kredit adalah orang perorangan yang telah dapat melakukan perbuatan

80 Materi Pelatihan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, op. cit., hlm. 5-12.
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hukum sendiri, yaitu memenuhi kriteria dewasa dan tidak berada dalam

pengampuan. Dalam hal calon debitur orang perorangan, maka bank harus

melakukan analisa secara menyeluruh terhadap pribadi calon debitur dan latar

belakang orang tersebut baik catatan prilaku maupun harta benda pribadi debitur.

Contoh subyek penerima kredit orang perorangan adalah dalam kredit konsumen

yaitu kredit yang dipergunakan untuk melakukan pembelian/pembayaran untuk

dipergunakan konsumsi dan bukan untuk usaha, dan contoh lainnya adalah kredit

usaha kecil dimana debitur merupakan perorangan yang memiliki usaha kecil atau

mikro dan memperoleh kredit untuk dipergunakan sebagai modal pengembangan

usahanya.

2. Badan Hukum

Subyek hukum kedua yang dapat menjadi pihak penerima kredit

perbankan berbentuk subyek badan hukum. Subyek ini memiliki setidaknya 4

(empat) sifat yang membedakan dengan subyek hukum perorangan yaitu adanya

pemisahan harta pribadi antara pengurus dengan perusahaan, adanya organisasi

yang teratur, adanya tujuan tertentu, dan adanya kepentingan tersendiri dari

subyek hukum tersebut. Keempat sifat tersebut yang kemudian harus diperhatikan

oleh bank dalam memberi kredit kepada subyek hukum berbentuk badan.

Suatu badan usaha belum tentu merupakan suatu badan hukum. Badan

usaha terdiri dari badan usaha non-badan hukum seperti Maatschap, Firma, CV,

dsb, serta badan usaha yang merupakan badan hukum sebagaimana diakui oleh

peraturan perundang-undangan yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perum,

PT Persero, Yayasan, Dana Pensiun, dsb. Pemisahan antara debitur badan hukum

dan non-badan hukum dalam pemberian kredit perbankan sangat penting karena

terkait pertanggungjawaban secara hukum dimana harta perusahaan akan terpisah

dari harta pengurus jika debitur berupa badan hukum, untuk itu bank akan

menganalisa Anggaran Dasar perusahaan untuk memastikan bentuk badan usaha

dan bagaimana pengurusannya.

3.2.4 Bentuk-bentuk Perjanjian Pengikatan Jaminan dan kedudukan

kreditur
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Tujuan Bank melakukan pengikatan agunan sebagaimana telah diuraikan

dalam pembahasan sebelumnya adalah demi menjaga kepentingan bank dan

memitigasi resiko kerugian bilamana debitur wanprestasi. Adapun 2 (dua) tujuan

penting dilakukannya suatu pengikatan agunan adalah:

1. Memberikan hak preferen kepada pemegang jaminan. Hak preferen

sangat penting karena akan memberikan kedudukan yang diutamakan

terhadap kreditur lain.

2. Memudahkan proses eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Dengan

adanya perjanjian pengikatan jaminan, maka bank memiliki dasar untuk

melakukan prosedur eksekusi sebagaimana telah diperjanjian dalam

pengikatan jaminan tersebut.
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BAB IV

PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA

DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

4.1 Pengikatan Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara ditinjau dari

Konvensi Cape Town, Protokol Cape town dan Undang-Undang No.1

Tahun 2009

Berdasarkan ratifikasi oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 yang

mengesahkan ketentuan dalam Convention On International Interests In Mobile

Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan

Bergerak) beserta Protocol To The Convention On International Interests In

Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment (Protokol Pada

Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak

Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberlakukan ketentuan-

ketentuan dalam konvensi tersebut dengan mengadopsinya ke dalam Bab IX pasal

71 sampai dengan pasal 82. Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang

telah meratifikasi, sejak saat itu tunduk pada ketentuan dalam Konvensi dan

Protokol tersebut.

Konvensi tersebut ditandatangani dengan menyadari adanya kebutuhan

untuk memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau

memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan

atas pengguasaan dan penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.81

Konvensi tersebut bertujuan untuk membuat suatu perangkat hukum yang berlaku

secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara.82 Sementara itu,

Protokol Cape Town ditandatangani mengingat pentingnya penerapan Konvensi

81 Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Saftey Regulation Part 47)
tentang Pendaftaran Pesawat UDara (Aircraft Registration), Nomor KM 49, Tahun 2009,
Lampiran par. 47.23

82 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention
on International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional
Dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol To The Convention On International Interests In
Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment (Protokol Pada Konvensi Tentang
Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada
Peralatan Pesawat Udara), Perpres No. 8 Tahun 2007, LN No. 39 Tahun 2007, konsiderans
‘menimbang’ huruf a dan b.
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Cape Town yang memerlukan penyesuaian dengan persyaratan-persyaratan

khusus terkait pembiayaan pesawat udara dan guna memperluas ruang lingkup

penerapan konvensi. Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi Cape

Town dengan Protokol maka berdasarkan Pasal 6 Konvensi yang berlaku adalah

Protokol Cape Town.

Konvensi Cape Town pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan umum

yang berkaitan dengan hak kebendaan/jaminan yang diakui secara internasional,

disebut dengan International Interest, yaitu atas beberapa jenis barang bergerak

diantaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Sehubungan dengan itu,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yang meratifikasi Konvensi Cape Town,

menyatakan bahwa:

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan
internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan
kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau
perjanjian sewa guna usaha.83

Berdasarkan pasal tersebut negara menyatakan bahwa atas sebuah obyek

pesawat udara dapat dibebankan suatu “Kepentingan Internasional” dengan

membuat suatu perjanjian tertentu. Kemudian Penjelasan Pasal 71 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional” adalah suatu
kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada
konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan
bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan udara.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan “Kepentingan Internasional”

adalah hak-hak kreditur yang tercantum dalam suatu perjanjian pengikatan

jaminan. Sehubungan dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan, maka atas sebuah obyek pesawat udara dapat dilakukan

pengikatan melalui Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan mencantumkan suatu

83 Indonesia (a), op. cit., psl. 71
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lembaga jaminan yang memberikan kreditur suatu hak, hak mana disebut dengan

“Kepentingan Internasional” dan tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Cape

Town beserta protokolnya.

Konvensi Cape Town juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang

prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik dalam hal

debitur wanprestasi. Selain itu Konvensi juga menciptakan lembaga otoritas

pendaftaran hak yang berlaku secara internasional (International Registry

Authority). International Registry adalah sebuah organisasi internasional yang

dibentuk berdasarkan Konvensi Cape Town sebagai tempat pendaftaran agar

kreditur dapat memegang hak jaminan dengan kategori yang tercakup dalam

International Interest.84

Lebih jauh dalam Konvensi Cape Town mengatur adanya otoritas

pendaftaran surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan ekspot (irrevocable

deregistration and export request authorization) atau dikenal dengan IDERA,

sesuai bentuk yang ditentukan dalam protokol. Otoritas pendaftaran surat kuasa

terbentuk di masing-masing negara Peserta yang bertanggungjawab untuk

mencatat surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan mengeksport pesawat

udara dalam hal debitur wanprestasi.85

Ketentuan tentang Penerbangan yang terdahulu yaitu Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1992, menyebutkan bahwa atas Pengikatan hak jaminan

terhadap pesawat udara dapat dibebankan dengan menggunakan hipotik.86 Hal ini

menunjukkan bahwa Lembaga Jaminan atas pengikatan pesawat dengan tegas

ditentukan berupa Hipotik. Namun demikian, karena ketentuan pelaksanaan

Lembaga Jaminan Hipotik Pesawat tersebut yang seharusnya dijelaskan lebih

lanjut pada peraturan pemerintah ternyata belum pernah dibentuk, maka atas

lembaga jaminan (hipotik) terhadap pesawat tersebut tidak/belum tersedia suatu

peraturan pelaksanaan dan tidak/belum dapat diterapkan (unapplicable) oleh

pelaku usaha.

84 Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian
Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan
dalam Cape TownConvention, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 tahun 2009, hlm. 51-
57

85 Enny Purnomo Ahyani, Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town2001
86 Undang-undangTentang Penerbangan, UU Nomor 15 Tahun 1992, LN. Nomor 52 Tahun 1992,

TLN. Nomor 3481, psl. 12.
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Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai

ketentuan penerbangan terbaru juga tidak memberikan aturan tentang bentuk

lembaga jaminan tertentu atas pesawat sehingga, sampai saat kajian ini dibuat,

tidak ada ketentuan dalam hukum Indonesia yang menyebutkan lembaga jaminan

tertentu yang memberikan “jaminan hak kebendaan” untuk obyek khusus pesawat

udara.

Penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan menyatakan bahwa kepentingan internasional muncul dari

pembebanan “hak jaminan kebendaan” namun mengenai hak tersebut tidak

dijelaskan lebih lanjut apakah harus berupa “hak kebendaan” sebagaimana

dimaksud dalam buku II KUHPer atau bisa dengan “hak perorangan” dalam buku

III. Bilamana hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam buku II yang

menganut asas tertutup, maka tidak ada pilihan bagi pelaku usaha untuk mengikat

pesawat terkecuali dengan lembaga jaminan yang disediakan buku II yaitu

fidusia. Namun bila hak tersebut mengikuti buku III tentang Perjanjian, maka

para pihak dapat membentuk sendiri lembaga pengikatan sesuai kesepakatan

(asas terbuka).

Konvensi Cape Town hanya menggunakan istilah “Security Agreement”

yang terjemahan secara literal adalah “Persetujuan Jaminan”, namun pembentuk

UU menterjemahkannya dengan “perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan”,

sehingga terjadi kerancuan pengertian mengenai apakah lembaga pengikatan

dapat dibuat cukup berdasarkan perjanjian (agreement) menurut buku III atau

harus berupa obyek hak kebendaan dalam buku II. Namun demikian, oleh karena

undang-undang Penerbangan menyatakan bahwa Konvensi Cape Town

merupakan Lex Specialis dari Undang-undang tersebut, maka dapat diartikan

bahwa dalam hal terjadi kerancuan antara Undang-undang dan Konvensi, akan

mempergunakan ketentuan dalam Konvensi yaitu dengan istilah Security

Agreement atau Perjanjian Jaminan yang mengikuti ketentuan mengenai

perjanjian dalam buku III KUHPerdata.

Dalam hal para pihak memilih hukum Indonesia, sekalipun Undang-

undang penerbangan Nomor 1 tahun 2009 tidak menjelaskan tentang lembaga

jaminan atas pesawat, namun undang-undang tersebut mengakui adanya suatu
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pengikatan terhadap benda bergerak dengan kriteria tertentu termasuk namun

tidak terbatas pada pesawat udara yang tunduk pada ketentuan dalam Konvensi

Cape Town beserta Protokol. Dengan kata lain, Indonesia memberlakukan suatu

ketentuan pelaksanaan atas Lembaga Jaminan terhadap pesawat udara yang

menjadi perlindungan hukum bagi para pihak yang memilih hukum Indonesia,

yaitu mengacu pada ketentuan Konvensi Cape Town dan Protokolnya. Sehingga,

sekalipun dalam hukum Indonesia tidak mengenal Lembaga Jaminan khusus

untuk pengikatan Pesawat Udara, bila pelaku usaha hendak memilih tunduk pada

hukum Indonesia, dapat menggunakan lembaga jaminan dengan bentuk yang

disepakati para pihak sendiri dan harus mencantumkannya dalam suatu Perjanjian

Pengikatan Jaminan yang tunduk pada ketentuan pelaksanaan Konvensi Cape

Town dan Protokolnya agar dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak

prioritasnya.87

4.2 Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pengikatan Pesawat Udara

sebagai Jaminan Hipotik dan Fidusia dalam Praktek saat ini

I. Prosedur Pengikatan dan Eksekusi Hipotik atas Pesawat sebagai Agunan

A. Prosedur Pengikatan Hipotik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat sebelum

diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria88, untuk dapat timbulnya hak

Hipotek harus melalui 3 (tiga) fase yaitu sebagai berikut:

i. Pembentukan Perjanjian Pokok.

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa

Hipotik memiliki sifat perjanjian Accesoir yang berarti merupakan suatu

perjanjian ikutan yang tidak berdiri sendiri melainkan berdasar dari sebuah

perjanjian pokok, dengan kata lain perjanjian Hipotik muncul setelah ada

Perjanjian Kredit atau Hutang Piutang yang mendasarinya. Dengan dibuatnya

87 Jaminan hak kebendaan dalam lembaga jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum
setelah terdapat pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia berdasarkan UU Fidusia, perlakuan
yang sama terhadap lembaga jaminan hak perorangan (International interest) dalam “Perjanjian
Pengikatan Jaminan Pesawat Udara” (Security Agreement) mendapat perlindungan setelah
pendaftaran di Kantor Pendaftaran Internasional berdasarkan UU Penerbangan dan Konvensi
Cape Town, dan karena Konvensi tersebut memberikan perlakuan “prioritas” atas hak perorangan
tersebut, maka muncul sifat preferen yang berlaku seperti “hak kebendaan” yaitu harus
didahulukan.

88 Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, L.N. 1960 No. 104.
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Perjanjian Kredit yang memberikan hak bagi penerima kredit untuk meminjam

uang, maka untuk melindungi hak pemberi kredit, dibuatlah suatu pengikatan

Hipotik atas barang jaminan penerima kredit. Dengan demikian, tahap pertama

dalam pembuatan Hipotik adalah pembuatan Perjanjian Pokok berupa Perjanjian

Kredit antara Bank dengan Debitur.

ii. Pembuatan Akta Hipotik dan Kuasa Memasang Hipotik.

Dalam pengikatan jaminan dengan menggunakan Hipotik, terdapat suatu

janji dari pihak berhutang yang berisi janji memberikan hak hipotik kepada si

berpiutang sebagai jaminan bagi pembayaran kembali hutang tersebut. Bentuk

perjanjian hipotik ini bersifat persetujuan kebendaan, bukan persetujuan

obligatoir seperti yang diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata, sehingga tidak

bersifat bebas namun harus dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persetujuan kebendaan yang diatur dalam Buku ke-II KUHPerdata

menyatakan bahwa untuk membuat persetujuan kebendaan harus melalui

pembuatan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat tertentu. Dalam hal

Hipotik atas tanah, ditentukan bahwa akta Hipotik/Akta perjanjian pemberian

Hipotik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang dituju yakni Menteri

Agraria yang sekarang wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jenderal

Agraria89. Namun demikian oleh karena obyek agunan pesawat udara tidaklah

sama dengan Hipotik atas tanah maka tidak dapat dibuat Akta Hipotik Pesawat

Udara melalui Direktorat Jenderal Agraria. Untuk itu berdasarkan KUHPerdata

yang menyatakan Notaris adalah suatu pejabat yang diwajibkan untuk membuat

akta otentik90, maka dalam praktik perbankan saat ini, pengikatan Hipotik atas

pesawat udara dilakukan oleh dan dihadapan Notaris sebagai pejabat pembuat

Akta Otentik.

Mengingat prosedur pemasangan Hipotik harus melalui beberapa tahap

sementara dalam praktik pemberian kredit perbankan memerlukan penanganan

yang cepat, maka kreditur (Bank) biasanya merasa lebih terjamin bila lebih dulu

mendapat Kuasa dari Beitur berupa Kuasa Memasang Hipotik. Sehingga dengan

89 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pasal 18 jo. Keputusan
Presidium Kabinet No. 75/u/Kep/11/1966 tentang struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
Departemen.

90 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1171 (1) dan 1172.
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adanya Kuasa tersebut, proses pemasangan Hipotik yang memakan waktu dapat

dilaksanakan oleh Bank sendiri atas kuasa debitur tanpa menghambat proses

penandatanganan Perjanjian Kredit. Adapun pembuatan Kuasa Memasang

Hipotik ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1171 ayat 2 KUHPerdata, harus juga

dituangkan dalam bentuk Akta Otentik, dengan kata lain dibuat oleh dan

dihadapan Notaris. Dalam prakteknya kalangan perbankan lebih banyak membuat

Kuasa Memasang Hipotek dan hanya melanjutkannya dengan pemasangan

Hipotik apabila debitur menunjukkan tanda-tanda akan ingkat janji/wanprestasi.

iii. Pendaftaran Akta Hipotik.

Meskipun Akta Hipotik atas Pesawat Udara telah dikeluarkan oleh Notaris

sebagai pembuat Akta otentik, namun hak Hipotik belum lahir hingga tahap

pendaftaran dilakukan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No.

15/1961 TLN. 1961 no. 2347 menetapkan bahwa demi sah-nya Hipotik harus

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang meliputi letak tanah atau rumah

yang dibebani Hipotik tersebut. Tahap Pendaftaran ini sangat penting karena sifat

dari Hipotik adalah “Droit de Suite” yaitu mengikuti bendanya91, sehingga

memerlukan pemenuhan asas publisitas yaitu adanya pemberitahuan kepada

umum tentang beralih dan hapusnya hak hipotik tersebut, dengan jalan

pendaftaran dalam register Kantor Pertanahan. Setelah proses Pendaftaran ini

selesai maka muncul perlindungan atas hak Hipotik bagi pemberi kredit.

Dalam hal obyek agunan berupa pesawat, terdapat kendala bagi pemberi

kredit untuk melakukan pendaftaran sebagaimana diwajibkan dalam pasal 13

undang-undnag Penerbangan, oleh karena ketentuan pendaftaran Hipotik yang

ada hanyalah atas tanah di Kantor Pertanahan dan tidak meliputi pendaftaran atas

pesawat. Oleh karena itu, dalam praktik yang terjadi saat ini, perbankan tidak

dapat melakukan pendaftaran Akta Hipotik Pesawat yang dibuat oleh Notaris ke

Kantor Pendaftaran Tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kalangan

perbankan mengajukan permohonan pendaftaran Akta Hipotik pesawat ke

Departemen Perhubungan. Namun demikian, status Akta Hipotik yang diajukan

ke Kantor Departemen Perhubungan bukanlah Pendaftaran Hipotik melainkan

hanya berupa pencatatan.

91 Ibid, Ps. 1133 dan 1134 (2).
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B. Eksekusi Hipotik atas Pesawat Udara.

i. Surat Kuasa Menjual.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam praktiknya proses

pemasangan Hipotik atas pesawat tidaklah mudah dan memakan waktu serta

biaya sehingga perbankan lebih memilih untuk membuat Surat Kuasa Memasang

Hipotik. Mengingat Akta Kuasa tersebut bukanlah lembaga Hipotik yang

memberikan hak eksekutorial, maka pada praktiknya dalam Kuasa tersebut

dicantumkan/ditambahkan juga Kuasa Menjual. Dengan demikian debitur

memberikan hak/kuasa bagi kreditur untuk melakukan penjualan atas barang

jaminan serta melakukan perhitungan pembayaran/pelunasan hutang debitur dari

hasil penjualan tersebut.

ii. Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Dalam praktiknya, Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual

tidaklah memberikan jaminan bahwa bank akan dapat melakukan

penjualan/eksekusi langsung dikarenakan pesawat yeng menjadi obyek jaminan

masih ada di tangan debitur. Oleh karena itu, bilamana debitur wanprestasi dan

Bank hendak melakukan eksekusi jaminan, perlu meminta Surat penetapan

Pengadilan untuk dilakukannya pelelangan yang dimaksud. Dengan adanya Surat

penetapan tersebut maka debitur harus menyerahkan obyek jaminan dalam batas

waktu yang ditentukan oleh Pengadilan sehingga Bank dapat melakukan

pelelangan yang dimaksud.

iii. Kedudukan Hukum Kreditur.

Bilamana eksekusi atas pesawat yang menjadi jaminan telah dilakukan

oleh kreditur, maka berdasarkan perjanjian Kuasa Menjual tersebut di atas,

Kreditur (Bank) berhak mengambil pelunasarn dari hasil lelang tersebut. Namun

demikian mengingat Perjanjian Pemberian Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa

Menjual tersebut bukanlah Akta Hipotik, maka kreditur tidak memiliki hak

preferen atas hasil lelang bilamana ternyata ada kreditur-kreditur lain, atau

dengan kata lain bank tidak berhak untuk mendapat pembayaran penuh atasnya.

Pada praktiknya sekalipun atas Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut

dijalankan dan dibuat menjadi Akta Hipotik, namun dengan tidak dilakukannya

pendaftaran atas Akta, maka sifat preferensial Hipotik tetap tidak berlaku bagi
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Bank, sehingga bilamana terjadi perselisihan dengan kreditur lain harus melalui

putusan Pengadilan.

II. Prosedur Pengikatan dan Eksekusi Fidusia dalam Praktik Pemberian

Kredit Perbankan

A. Prosedur Pengikatan Fidusia.

i. Pembentukan Perjanjian Pokok.

Sama halnya dengan lembaga jaminan Hipotik, perjanjian lembaga

Fidusia juga memiliki sifat perjanjian Accesoir yang berarti merupakan suatu

perjanjian ikutan yang tidak berdiri sendiri melainkan berdasar dari sebuah

perjanjian pokok, sehingga kelahiran, keberadaan dan hapusnya Fidusia

bergantung pada Perjanjian Kredit atau Hutang Piutang yang mendasarinya92.

Dalam praktik pemberian kredit perbankan, Perjanjian Kredit akan memuat daftar

barang-barang yang menjadi jaminan kredit dan akan diikat dengan Fidusia,

kemudian dengan dasar perjanjian tersebut dibuatlah Akta Fidusia atas barang-

barang yang terdapat dalam daftar/lampiran tersebut.

ii. Pembuatan Akta Fidusia.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembebanan suatu barang

dengan Jaminan Fidusia harus berbentuk Akta Notaris dan dalam bahasa

Indonesia93, sehingga dalam praktiknya perbankan bekerjasama dengan Notaris

untuk melakukan pembuatan Akta Fidusia yang mengacu pada daftar barang-

barang dalam Perjanjian Kredit. Akta tersebut sekurang-kurangnya memuat94:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf c. Undang-undang

Fidusia, Jaminan Fidusia memiliki sifat Spesialitas yaitu Akta Fidusia harus

memuat uraian mengenai benda yang menjadi Obyek jaminan, sehingga dalam

praktiknya Akta Fidusia akan memuat keterangan secara jelas dan rinci dari suatu

92 Republik Indonesia, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, ps.4
93 Ibid, ps. 5 ayat 1
94 Ibid, ps. 6.
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obyek jaminan, semisal jaminan kendaraan Truk dengan keterangan Nomor

Rangka, Nomor dan Jenis Mesin, Kapasitas Tangki Bahan Bakar, Nomor BPKB,

Nomor Polisi, Produsen, Tahun Pembuatan, dsb. Hal ini untuk menjamin

kepastian hak kreditur atas obyek barang tersebut sekaligus menutup

kemungkinan terjadinya Fidusia berulang atas satu benda yang sama.

iii. Pendaftaran Akta Fidusia dan Pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Setelah Akta Fidusia Notaril dibuat, selanjutnya bank melalui Notaris

akan melakukan pendaftaran Akta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar

mendapat kepastian lahirnya jaminan Fidusia95. Dengan didaftarkannya Akta

Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia, maka hak Jaminan Fidusia baik

eksekutorial maupun preferensial telah lahir bagi kreditur yakni bank dikarenakan

asas publisitas telah terpenuhi. Sebagai bukti hak dan pendaftaran Akta Fidusia

tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan

Fidusia yang akan dikuasai oleh Kreditur, Sertifikat mana berisi rincian serta

uraian dari barang jaminan yang dimaksud.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia.

i. Hak Eksekutorial.

Undang-undang Fidusia Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa dalam

sertifikat Jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia

dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA". Dengan adanya irah-irah tersebut maka, dalam ayat

selanjutnya, undang-undang memberikan kepastian hukum bahwa Sertifikat

Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain

apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk

menjual/meng-eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas

kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan putusan dari Pengadilan, atau yang lebih

dikenal dengan sebutan Parate Eksekusi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1, eksekusi atas jaminan Fidusia dapat kreditur

lakukan melalui beberapa cara yaitu melalui kantor lelang maupun melalui

penjualan bawah tangan.

95 Ibid, ps. 14 ay. 3
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ii. Hak Preferensial.

Setelah eksekusi dilakukan oleh Kreditur, selanjutnya undang-undang

Fidusia memberikan Hak Mendahului bagi kreditur pemegang Jaminan Fidusia

terhadap kreditur lainnya, berupa hak untuk mengambil pelunasan piutangnya

atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia96. Lebih jauh lagi,

undang-undang Fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur dengan mengatur

bahwa Hak Mendahului tersebut tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan

atau likuidasi Pemberi Fidusia.

III. Perbandingan Pengikatan Hipotik Pesawat dan Jaminan Fidusia

Dengan mengetahui prosedur pengikatan dan eksekusi jaminan Hipotik

serta Fidusia dalam praktik perbankan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka

bilamana dibandingkan antara keduanya, dapat terlihat beberapa perbedaan yaitu

sebagai berikut:

Perbedaan Bentuk dan Prosedur Lembaga Jaminan

dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan

No. HIPOTIK FIDUSIA

1.

2.

PENDAFTARAN.

Peraturan Pemerintah terkait

pendaftaran Hipotik pesawat

belum ada payung hukumnya,

sehingga proses pendaftaran tidak

dapat dilakukan.

TITEL EKSEKUTORIAL.

Dengan tidak dapat

didaftarkannya Hipotik, maka

belum memenuhi ketentuan

Undang-undang Fidusia telah

menyediakan ketentuan yang jelas

yang menyatakan Fidusia lahir pada

tanggal jaminan yang dimaksud

dicatat dalam Buku Daftar Fidusia

di Kantor Pendaftaran Fidusia

(KPF).

Dengan didaftarkannya jaminan ke

KPF maka undang-undang

menjamin perlindungan hukum

96 Ibid., ps. 27 ayat 1 & 2.
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3.

4.

sahnya Hipotik dalam Peraturan

Menteri Agraria No. 15/1961 dan

asas publisitas belum terpenuhi,

sehingga tidak ada hak pada Bank

untuk melakukan eksekusi

terkecuali dengan meminta

penetapan pengadilan.

RESIKO

KERUGIAN/PENIPUAN.

Pengikatan Hipotik atas pesawat

dilakukan dengan mengikat

pesawat secara keseluruhan yang

dianggap sebagai satu kesatuan,

tanpa merinci setiap komponen

yang ada pada bagian pesawat.

Hal ini membuka resiko bagi

bank, bilamana muncul itikad

buruk dari debitur untuk

mengganti komponen dengan

nilai/kualitas yang lebih rendah

akan sulit diketahui.

PERLINDUNGAN ASURANSI

Oleh karena pengikatan Hipotik

pesawat bersifat keseluruhan dan

tidak menjelaskan secara detail

komponen yang diikat, maka polis

asuransi juga tidak memberikan

penjelasan yang detail terkait

perlindungan yang diberikan. Hal

ini membuka resiko hukum

bagi kreditur berupa hak

eksekutorial untuk langsung

melakukan eksekusi/lelang

bilamana terjadi wanprestasi

debitur.

Asas Spesialitas Lembaga Fidusia

membuat pengikatan atas jaminan

harus melalui pendaftaran jaminan

secara rinci, sehingga resiko

munculnya itikad buruk dari debitur

nakal untuk melakukan fidusia

ulang ataupun menukar komponen-

komponen jaminan dengan

komponen yang berbeda

kualifikasi/standar-nya, adalah

kecil.

Dengan mempergunakan Fidusia,

seluruh komponen jaminan akan

masuk dalam daftar yang lengkap

dan akan mendapat perlindungan

asuransi yang lengkap. Bilamana

terjadi kerusakan pada salah satu

komponen maupun badan jaminan

secara keseluruhan, maka klaim
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5.

terjadinya dispute/perselisihan

dengan pihak asuransi bila

kerusakan ada pada salah satu

komponen saja.

HAK PREFERENSIAL/DROIT

DE PREFEREN.

Dengan tidak adanya kantor

pendaftaran Hipotik bagi pesawat,

maka akta hipotik yang dalam

praktik perbankan saat ini dibuat

belum memenuhi syarat sah

Jaminan Hipotik dan belum

memiliki sifat preferen. Dengan

kata lain, kreditur pemegang

hipotik tersebut masih

berkedudukan konkuren bersama

dengan kreditur lainnya, selama

belum ada pendaftaran.

asuransi wajib dibayarkan kepada

kreditur.

Dengan menggunakan Fidusia

sebagai pengikatan, seluruh tahap

pengikatan hingga lahirnya Hak

Kebendaan Fidusia telah jelas

diatur dalam perundang-undangan

sehingga, melalui pendaftaran,

telah sempurna perlindungan

hukum bagi kreditur untuk

mendapatkan hak

keutamaan/didahulukan daripada

kreditur lain (hak preferen).

4.3 Analisa Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia

dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Pesawat udara baik berupa Pesawat terbang maupun Helikopter

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penerbangan No. 1 Tahun 2009

pasal 1, pada praktiknya memiliki permasalahan ketika hendak dijadikan sebagai

jaminan suatu hutang. hal ini dikarenakan kondisinya yang tidak termasuk kriteria

jaminan apapun. Dari sisi jenis benda bergerak atau tidak bergerak, undang-

undang menyatakan bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang

dapat terbang97, sehingga jelas bahwa pesawat udara adalah benda bergerak dan

berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 terhadap benda bergerak dapat

97 Ibid, Ps. 1 ay. (3)
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diikat fidusia. Namun demikian dalam undang-undang Penerbangan terdahulu

yaitu UU No. 15 tahun 1992 disebutkan terhadap pengikatan pesawat dapat

dilakukan dengan Hipotik. Permasalahan muncul dengan adanya ketentuan pada

undang-undang tersebut dimana pengikatan hipotik atas pesawat haruslah

didaftarkan, sementara peraturan terkait pendaftaran yang dimaksud tidak pernah

ada hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas

pengikatan berbentuk Hipotik atas pesawat dan melemahkan perlindungan atas

kreditur dalam hal ini dunia perbankan.

I. Obyek Pesawat Udara sebagai Jaminan Fidusia

Ketentuan Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan (pasal 1 ay.2). Berdasarkan ketentuan tersebut

setidaknya ada 3 (tiga) kriteria benda yang dapat dijadikan obyek jaminan Fidusia

yaitu:

i. Benda bergerak yang berwujud

ii. Benda bergerak yang tidak berwujud dan

iii. Benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan.

Sebagaimana diketahui Pesawat udara adalah suatu benda yang berwujud

dan dapat bergerak sehingga memenuhi kriteria sebagai obyek jaminan fidusia.

Namun demikian ketentuan Perundang-undangan Fidusia memberikan larangan

untuk melakukan pengikatan pesawat udara secara keseluruhan yaitu sebagai

mesin atau alat yang dapat terbang. Akan tetapi, meneliti lebih jauh ketentuan

Fidusia tidak terdapat larangan dilakukannya pengikatan atas seluruh barang

bergerak yang menyusun suatu pesawat udara. Dengan demikian atas seluruh

komponen dalam suatu struktur pesawat terbang yang merupakan benda bergerak

yang berwujud dapat dijadikan jaminan hutang bagi kreditur dengan cara

Lembaga Jaminan Fidusia. Contoh beragam komponen-komponen utama yang

menyusun suatu pesawat adalah sebagai berikut98:

1. Rangka dan Badan pesawat berupa:

98PT.Dirgantara Indonesia (Persero), http://www.indonesian-
aerospace.com/view.php?m=product&t=partcomponent, diakses pada 3 Juni 2012, 00:30 WIB.
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a. Sayap (Wing) yang terdiri dari Outer-wing, Wing-Fairing dan

Wing-Box,

b. Hidung Pesawat (Nose) yang terdiri dari Fuselage dan Gear-

Box,

c. Kabin pesawat (Cabin), dan

d. Ekor pesawat yang terdiri dari (Rudger dan elevator).

2. Mesin (Engine) berupa: Main-engine, Door-Engine, Propeler,

Stabilizer, dsb.

II. Pembuatan Akta Fidusia atas Komponen Pesawat Udara

Dalam proses pembentukan Lembaga Jaminan Fidusia, terdapat asas yang

harus dipenuhi berupa asas spesialitas, yaitu adanya suatu barang yang jelas dan

dapat diidentifikasikan bentuk dan kepemilikannya. Dalam praktik pemberian

kredit perbankan, uraian benda objek jaminan yang dibebani fidusia harus

disebutkan secara lengkap, misalnya:

a. Untuk mobil harus diuraikan nomor polisi, model atau tipe, warna, tahun

pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, termasuk tanggal dan nomor

surat BPKB, dan tanggal serta nomor fakturnya.

b. Untuk mesin-mesin yang dijaminkan, juga harus diuraikan setidaknya

jenis mesin, model atau tipe, tahun pembuatan, tempat pembuatan, serta

perusahaan yang menerbitkan invoice atau tanda kepemilikan mesin

tersebut.99

Terkait hal tersebut, dalam hal kreditur (Bank) hendak menerima Pesawat

Udara sebagai jaminan hutang debitur, maka asas spesialitas dapat terpenuhi

dengan melengkapi identitas setiap komponen-komponen pesawat yang dimaksud

beserta dengan bukti kepemilikannya, baik rangka dan badan pesawat hingga

mesin-mesin dan peralatan pendukungnya beserta seluruh faktur dan invoice yang

menjadi bukti kepemilikan atas pesawat tersebut. Dalam hal mesin-mesin yang

berjumlah ratusan dan dijaminkan sekaligus, biasanya dibuat daftar mesin yang

menjelaskan jenis mesin dan nilai objek setiap mesin tersebut atau nilai total

99 Purnamasari, Irma Devita. Panduan Lengkap hukum praktis populer: kiat-kiat cerdas,
mudah dan bijak memahami masalah hukum jaminan perbankan. Bandung: Kaifa, 2011. Hal.91.
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objek mesin yang dijaminkan berikut lokasi atau tempat mesin tersebut

disimpan100.

III. Pendaftaran Akta Fidusia atas Komponen Pesawat Udara

Sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Fidusia, dalam proses

pembentukan Lembaga Jaminan Fidusia harus memenuhi syarat publisitas, yaitu

dengan dilakukannya pendaftaran. Berbeda halnya dengan ketentuan pendaftaran

Akta Hipotik yang mengatur adanya perbedaan antara pendaftaran Akta Hipotik

atas tanah dengan Hipotik atas Pesawat Udara, Undang-Undang Fidusia mengatur

bahwa proses pendaftaran barang jaminan yang diikat Fidusia harus didaftarkan

ke Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa terkecuali. Dengan demikian, dalam hal

pendaftaran Akta Fidusia atas komponen pesawat udara harus juga didaftarkan

pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada praktiknya, dunia perbankan yang memilih melakukan pengikatan

jaminan pesawat udara menggunakan Hipotik, mengalami kesulitan dalam proses

pendaftaran Hipotik atas pesawat dikarenakan tidak adanya ketentuan yang

mengatur tentang Kantor Pendaftaran Hipotik atas pesawat. Namun, dalam hal

pengikatan dilakukan menggunakan Fidusia maka berdasarkan Pasal 14 undang-

undang Fidusia, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia adalah pihak

yang berwenang menerima pendaftaran seluruh obyek jaminan yang dibebankan

Fdusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat

Jaminan Fidusia atas seluruh komponen pesawat dan pada tanggal yang sama

tersebut lahirlah Jaminan Fidusia atasnya.

IV. Perlindungan hukum kreditur atas komponen pesawat udara sebagai

jaminan kredit

a. Droit de suit dan hak eksekutorial

Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Fidusia mengatur bahwa benda yang

dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini terkait dengan konsep

pemberian Jaminan Fidusia yang berupa penyerahan hak kebendaan. Sifat hak

kebendaan salah satunya adalah Zaakgevold atau Droit de suit (mengikuti

bendanya), hal ini berarti bahwa dimanapun benda tersebut berada dalam

kekuasaan siapapun, hak kebendaan tetap berada ditangan pemilik jaminan

100 Ibid, Hal. 91.
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Fidusia. Untuk berlakunya hak kebendaan tersebut maka haruslah dipenuhi

prosedur wajib daftar atas benda jaminan, sebagaimana sebutkan dalam pasal 14

ayat 3 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi, sebagai berikut:

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Terkait pengikatan pesawat udara menggunakan Hipotik, dalam

praktiknya tidak dapat dilakukan pendaftaran sehingga hak kebendaan atas

jaminan Hipotik belumlah terpenuhi. Namun, bilamana pengikatan dilakukan

dengan Fidusia atas setiap komponen pesawat maka pendaftaran dapat dilakukan

dan Kreditur memegang hak atas jaminan tersebut dimanapun jaminan tersebut

berada. Dengan kata lain bilamana debitur wanprestasi, maka atas seluruh

komponen pesawat udara yang menjadi jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi

oleh kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia, berdasarkan pasal 15 Undang-

Undang Fidusia yang berbunyi:

(1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri.

b. Droit de preferen atau hak preferensial

Sifat kedua dari Hak Kebendaan adalah Droit de Preferen yaitu hak

mendahului. Hal ini berarti bahwa pemegang hak kebendaan dapat menerima

pengembalian hutangnya lebih dulu daripada kreditur-kreditur lain. Dengan

demikian bilamana atas komponen pesawat udara telah dilakukan pendaftaran

dalam Buku Daftar Fidusia maka lahirlah hak jaminan kebendaan berupa hak

preferensial bagi kreditur. Dengan kata lain bank sebagai pemegang hak

kebendaan atas seluruh komponen pesawat udara tersebut dapat memperoleh

pelunasan hutangnya secara penuh tanpa terpengaruh adanya kreditur lain,
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bilamana debitur wanprestasi. Hak ini memberikan perlindungan penuh kepada

kreditur dibanding kreditur lain yang bersifat konkuren, sebagaimana hal-nya bila

pengikatan pesawat udara dilakukan dengan hipotik yang tidak didaftarkan.

Dengan demikian, dalam praktik perjanjian kredit perbankan

sesungguhnya terbuka kemungkinan untuk dilakukan pembebanan jaminan

Fidusia atas barang jaminan berupa komponen-komponen yang menyusun suatu

pesawat udara. Jaminan mana memberikan perlindungan hukum yang lebih

dibanding pengikatan bentuk lain, dengan terkandungnya sifat hak kebendaan

dalam jaminan Fidusia tersebut.
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BAB V

PENUTUP

Saat ini undang-undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 memberikan

tuntutan yang besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang Maskapai

Penerbangan dimana Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib memiliki

dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu, yaitu paling sedikit 5

(lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat

udara untuk angkutan udara niaga berjadwal101. Mengingat harga satu buah

pesawat udara bisa mencapai USD $35.000.000,- (Tiga puluh lima dollar

Amerika Serikat) maka bila suatu perusahaan hendak bergerak di bidang

angkutan udara niaga, harus mampu menyediakan dana minimal USD

$175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat).102 Sehubungan

dengan hal tersebut maka sangatlah penting bagi perusahaan maskapai

penerbangan untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan berupa kredit

pembelian pesawat dan permintaan untuk menjadikan Pesawat Udara sebagai

jaminan kredit/hutang semakin meningkat. Di sisi lain, pihak perbankan dalam

memberikan kredit dengan jaminan pesawat mengemban resiko tinggi setinggi

harga pesawat yang menjadi agunan kredit, sehingga dirasa perlu adanya

perlindungan hukum bagi pihak bank yang cukup kuat untuk melindungi

kepentingan kreditur.

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian berupa perbandingan atas Lembaga Jaminan Fidusia dengan

Hipotik pesawat udara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

perlindungan hukum bagi kreditur terkait beberapa hal berupa:

a. Pendaftaran yang tidak tersedia bagi Hipotik namun ada bagi

lembaga Fidusia,

b. Titel Eksekutorial yang tidak dimiliki Hipotik yang tidak

didaftarkan sementara melalui Fidusia telah terpenuhi,

101 Ibid, Pasal 118 ayat 1 huruf b.
102 Op. cit., www.kabarbisnis.com/read/2830262.
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c. Resiko penipuan oleh debitur yang lebih rendah dan

perlindungan asuransi yang lebih tinggi bila pendaftaran

dilakukan secara FIdusia, serta

d. Hak Preferensial yang diberikan oleh lembaga Fidusia yang

tidak dapat diberikan oleh Hipotik yang tak terdaftar

Dengan demikian Lembaga Jaminan Fidusia pada praktiknya dapat

memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi kreditur dalam hal

pengikatan suatu jaminan kredit, termasuk terhadap Pesawat Udara.

2. Pengikatan Pesawat Udara sebagai jaminan hutang secara Fidusia

dalam perjanjian kredit perbankan sesungguhnya dapat dilaksanakan

dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait Fidusia

yang berlaku dimana pengikatan tidak dilakukan atas pesawat udara

sebagai keseluruhan melainkan atas seluruh komponen yang

membentuk suatu pesawat udara, dan dengan menggunakan Lembaga

Jaminan Fidusia akan terdapat kepastian adanya perlindungan hukum

yang kuat bagi kreditur, dalam hal ini dunia perbankan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam praktek perbankan di Indonesia dapat

menggunakan Jaminan Fidusia dalam pengikatan Pesawat udara.

Hal ini dikarenakan dunia perbankan saat ini masih banyak

menggunakan Jaminan Hipotik sebagai lembaga pengikatnya

dengan mengedepankan keuntungan secara ekonomis dan bisnis.

Padahal jika ditelusuri dan dicermati lebih lanjut, apabila pihak

perbankan sebagai kreditur akan lebih aman secara hukum dengan

menggunakan jaminan fidusia, nilai tersebut akan berdampak pula

pada nilai ekonomis yang akan diperoleh kreditur karena tingkat

resiko kerugian dari adanya itikad buruk debitur akan lebih rendah,

dibandingkan penggunaan jaminan hipotik dalam pengikatannya.

2. Hendaknya diperlukan tinjauan kembali atas Undang-Undang

Penerbangan No. 1 Tahun 2009 terkait mengenai pesawat udara

dijaminkan sesuai kepentingan internasional. Seperti yang telah
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dijelaskan dalam penulisan ini bahwa Undang-Undang Penerbangan

ini tidak menyebutkan dengan tegas mengenai lembaga jaminan

yang digunakan. Sehingga diperlukan aturan tambahan mengenai

lembaga jaminan yang digunakan agar dalam prakteknya baik pihak

kreditur maupun debitur mengerti dan mentaati aturan yang berlaku,

selain itu dapat mencegah timbulnya kerancuan.

3. Terkait mengenai diperlukannya aturan yang jelas dan khusus

mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas

pesawat udara, maka hendaknya peraturan tersebut dibuat sejalan

dengan Konvensi Cape Town dan Protocol Cape Town.
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"DEBITURu.-------~--~-------------------------------

III. -Tuan lahir di Garut, pada e 
tanggal 12-11-1963 (duabelas Noperober seribu 

serobilanratus enampuluh tiga) , Warga Negara 

Indonesia, selaku Pengganti Sementara Pimpinan 

Cabang PT. 

cabang Jakarta Kebayoran Baru, berteropat tinggal di 

Tangerang, Jalan Keroboja Blok A.III 29, rukun 
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~. NOTARIS 
, Ny. A-i.~'il SUWARNI HERRY, SH.,M.Kn. 

JAKARTA 

tetangga 02, rukun warga 04, kelurahan Pondok 

Pueung, keeamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 19.15.2005/5464/1084488, untuk 

sementara berada di Jakartai----------------------­

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut 

roewakili Direksi berdasarkan Surat Putusan Nomor 

t~nggal ' ----------­

(sembilanbelass Juli duaribu enam) , oleh karena i tu 

bertindak unt~k dan atas nama serta sah mewakili PT. 

- - - - . - -~ . \ berkedudukan di- --= - -...::......- -~--

Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumillakan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ---­

-akta tertanggal .........!t!!!!!~~!!!!!! 


nomor yang dibuat dihadapan NILA 

NOORDJASKl'J'JI S O~YASA DESAR, Sarj ana Hu ku.:"'U , pengganti 

dari Sarj ana Not a ris di 

Jakarta, perubahan tersebut telah d i umumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

Tambahan nomor . , """ 

-akta 

nomor "', dibuat dihadapan I MAS FATIMAH, Sarjana 

Hukum tersebut, yang telah dilaporkan pada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tanggal ..........~..~"..~......~..~~......~ nomor ....~~~~~~~-----------------------

-terakhir telah dirubah dengan akta tertanggal 
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-
I, yang dibuat dihadapan lMAS FATlMAH, Sarjana 

Hukum, tersebut;----------------------------------- ­

-sedang susunan ' anggota Direksi dan Komisaris 

perseroan yang terakhir dimuat dalam akta tanggal 

........~~................................~~~ nomor 

yang dibuat oleh lMAS FATlMAH, Sarj ana Hukum, 

Notaris di Jakarta;----------------------------~---­

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga 

"K:REDITUR"-----'------'-------'------------------------- ­

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris;------- ­

-Para penghadap yang masing-masing bertindak dalam 

j abataI'J1ya sebagaimana tersebut diatas terIebih dahulu 

menerangkan dalam akta ini : --------------------------- ­

11.I 
-Bahwa DEBlTUR berdasarkan suratnya pada tanggal --- ­

20-06-2006 (duapuIuh Juni duaribu enam) nomor : 

dan tanggal 29-06-2006 ---- ­

(duapuluh sembi Ian Juni duaribu enam) nomor 

telah mengaj ukan permohonan 

kredit atas nama DEBITUR.-~------------------------- ­

-Bahwa KREDlTUR sebagaimana ternyata dari suratnya 

tertanggal 13-06-2006 (ttgabelas Juni duaribu enam) 

nomor ' 

05-07-2006 (limaJuIiduaribu ' enam) nomor : 

-- memberikan ' keputusan atas 

permohonan DEBlTUR tersebut, sebagai berikut 

-Setuj u; - meffiberikan - fasili tas ' Kredi t investasi 

sebesar USD 

: ,~_ _ _ _~ __ • -..IIC.:. ,. --, - - ~-------i 

saat penWlda:'l.-::m'ganan' aktaini - sebesar Rp. 

(sembilanribu seratus duapuluh -rupiah) dengan jangka 
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, , 
NOTARlS 

Ny. AYNJ SUWARNI HERRY, SH.•M.Kn. 
JAKARTA 

.-.----­
waktu sej ak akad kredi t sampai dengan j atuh tempo 

t.anggal 27-07-2012 (Duapuluh tujuh Juli duaribu --- ­

duabelas) f syarat dQn ketentuan lainnya tercantum 

dalam putusan kredi t unt.uk bisnis menengah. --------- ­

-Bahwa berdasarkan persetujuan dari KREDITUR 

sebagaimana tersebut pada point 2 diat-as, pada 

prinsipnya akta Perjanjian Kredit Investasi Dan 

Pengakuan Hutang oleh karena i tu pemberlakuan atas 

agunan yaitu berlaku untuk £asilitas Kredit 

Inves tasi . ---- - -- ---- -- - - --- ---- - ._- - -- ---- --- - -- - - -- ­

4. -Bahwa DEBITUR telah menyetujui Putusan Kredit 

KREDITUR tersebut dengan menyerahkan dan memenuh i 

syarat-syarat penandatanganan Perjanjian sebagai 

berik"Jt : 

a. -ij in ijin usaha serta legalitas perusahaou·, 

lainnya yang diperlukan masih berlaku atau suoat', 

diperbaharui dan copynya telah diserahkan ke 

KR E D I rl' l]P__ .. - - - - - - - - - - - - - - - - -:.:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -­

-Semua asli bukti pemilikan Agunan yang 

dipersyaratkan telah diserahkan kepada KREDITUR 

UT} tuk dilakukan pengikatan tL.'1 tuk kepentingan 

KREDITUR.--------------------------------------- ­

-Berhubung dengan apa yang diurai kan t.ersebut diatas 

maka para penghadap masing-masing bertindak dalam 

jaba~annya sebagaimana tersebut diatas dengan ini 

telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian 

Kredit Investasi dan Pengakuan Hutang (untuk 

selanj utnya dalara akta ini disebut \\Perj anj ian") , 

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut ; 

~------------------pasal 1.------------------------ ­

5 


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Komponen pesawat..., Kris Menanti Natalia, FH UI, 2012



r==--J1J.MLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT- - - - - - - - - - - - ­

1 1 - r -KREDITUR membuka pada Kantor Cabang Jakarta 

Kebay oran Baru, untuk DEBITUR suatu fasili tas Kredi t 

Investasi, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar 

USD 

untuk selanjutnya disebut 

juga "Fasilitas Kredit" yang diperyJDakan untuk 

perobelian 4 (empat) unit pesawat 

-1 (satu) Unit Cessna Grand Caravan;---------------- ­

-1 (satu) Unit Cessna Grand Caravan;---------------- ­

-1 (satu) Unit Pilatus Turbo Porter;----------------- ­

-1 (satu) Diamond Twinstar;------------------------- ­

2. 	 -Fasilitas Kredit Investasi tersebut d alam bentuk 

Pseudo R/K dengan maksimum CO menurun.-------------- ­

------------------------Pasal 2.------------------------ ­
- ----- - - - - - - - -- - ---PENGP_'(UJI..N HUTANG------------------- -· ­

1. 	 --DE3ITUR dengan i ni m.enga kui~ de ngan su.n q';D..lh s-u.D';;g uh 

dan sebenarnya serta dengan sah telah berhutang 

kepada KREDITUR berupa uang setinggi-tingginya 

sejumlah USD 

c~"~lillii"aiiil!!I~'·Dollar Amerika Serikat) ditambah 

provisi, bunga, denda dan kewajiban kewajiban lainnya 

yang timbul karena kredi t tersebut yang telahe 
diberikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR.------------- ­

12. 	 -Dengan ketentuan bahwa setiap waktu KREDITUR berhak 

untuk menyesuaikan jumlah kredit Rekening Koran (R/K) 

yang diberikandengan jaminan yang setiap kali 

di sediakan· oleh DEBITUR, satu dan lain sebagaimana 

ternyata dalam Rekening Koran DEBITUR.-------------- ­

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Hutang".-­
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l1UTARlS 

Ny. ~YNI SUWARNI HERRY. SH.,M.Kn. 
JAKARTA 

~ 

13 . -KREDITUR dengan ini menerima baik Pen(,Iakuan Hutang 

Iini dari DEBITUR. 

dari KREDITUR-DEBITUR berhak Wituk mengambil uang 

hingga jurolah tersebut menurut kebutuhannya, pada 

:setlap hari kerj a dan j ara-j am kerj a dengan menari k 

cheque cheque, giro bilyet atau menyerahkan tanda 

penerimaan lainnya.---------------------------------­

----------~-------------Pasal 3.------------------------­
---------------------JANGKA WAKTU-----------------------­

-Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 72 

(tujJhpuluh du~) bul~~ terhitWig mulai saat 

penandatanganan akta ini sampal aeIl':JdD t.::l.nggal 25-07-2012 

(duapuluh lima Juli duaribu duabelas) de:1gan jadwal 

penarikan dan angsura:1 sebagai berikut :---------------­

I;".' -Fenarikan 

-Penarikan selu.cuh pinjEu'can dilak-Llkan dalam jangka 

l 
--'-

') (duaLelc..s ) bulan dan atau menyesunikan 

-C'enarikan t:Ah-"l[l I (pICH' t:=na.) ~ebesar USD 

- . lar Amerika 

Serikat);----------------------- ____________________ _ 

-Penarikan tahap II (keduz» ;:)ebescaI: USD 

.._____~. .1 dollar Amerika Serikat) ,.--""----------­

-Penarikan tahap II~ (Ketii~~! sebesar USD .~-_!!!!!I!--'t 

~....~~~........lill......~ollar Amerika Serikat) i----­
, 

l-pe_nari,J.;~ tahap IV ~liceempat} s ebe s a r USD .1II11a~=,,"," 

. ~ 1 , ollar Amerika Serikat} j--­

-Angsuran Pokok sebagai berikut 

11. -Akhir bu.l;an pertama saldo awal sebesar --------­
~ . 

7 
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----------

L 

\ 5. 

16. 


USD 

~ dollar Am~rika Serikat), angsuran pokok 
perbulan sal do akhir sebesar USD ~ ::-­ -~ 

dollar -- ­
,Amerika Serikat) ;--- - ---------------- ___________ _ 

-Akhir bulan kedua saldo a~"al sebesar 

USD 

dollar Amerika Serikat), an gsura n 

p o kok perbulan saldo akhir sebesar USD 

~,,~dollar Amer;4a Serikat);------------------- ­

A~llr bulan ketiga saldo awal sebesar ----- ---- ­

USD .:4iii~ . -__• 
. . - ,­ ." 

....... dol lar Aroerika Ser ikat) , angsuran pokok 

perbulan saldo ak..'1ir sebesar USD 

- ' -­ dolla r 
, 

i j.Jlle 1: i <-3. Se r i Ka '__.) ; - - - - - - - - .' - - - - - - - -- - .. .- - - - - - - -- .. - - ­

USD 

doll.::.r Amel.: 1. i>.c1 .seLi k.::>.t) , angsuran pokok 

perbulan saldo akhir sebesar USD 

ribu dollar -- ­

A=Cl:.1.ko. Scrikat};------------------------------- ­

-Akhir bulan kelima saldo awal sebesar --------- ­ e 
USD 

Amerika ~erikat), angsuran pokok -- ­

perbulan saldo akhir sebt"''''-:t:. u.s_:Q...~!!l!!~,,~IJ]~=--:: 
dollar -- ­

( -
Amerika Seri kat) ; --,------------------- ­

-Akhir bulan keenani saldo awal sebesar --------- ­

~ . 
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., , , I 
NOTARIS 

Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH.,M.Kn. 
JAKARTA 

--________________J~~ - - '~ 

~ c- ~ __ -. 
{-~~____- Jl.merika Serikat) I angsUJ~an pokok --­

pErbulan saldo akhir sebesar USD 2,') (';0 , 0':: (; . ­

(dua juta limaratus delapanpuluh ribu dollar ---

Amerika Serikat};------------------------------- ­

-Akhir bulan ketujuh saldo awal sebesar 

Amerika Serikat), angsurcm pokok 

perbulan - saldo akhir sebesar USD ,c=:::::..:~:::=~::""A.. 

I Amerika Serikat) ;-- ----------- - -- - ----------------- -­

8 . -Akhir bulan kedelapan saldo awal sebesar ------ ­

(USD ~r.==~=:: 
, 1 

_ dollar Jl.merika Serikat), angsuran POKOK 

perbulan saldo aki'1ir sEbesar USD .._..=:::::=:::=::::: 
(~";<i?:~'_ -________ ----....---""--.. ri bu doll ar 

i ;'_'"(1.'2 r i k:? S e r i kat ) ;- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - -- ­

-)1,.khlr bularl kc:, se.mbil an s ai Go a t·:a .1. s e t~) e s a r .- .- - - -­

USD '~_-_- __----- (CC;;"_"'j-,:===:::==::::-:g~,.,- ' 
, . dollar Amerika Serikat) I angsllran pokok - ­

perbulan saldo ak~ir sebesar USD -C-----...,­
(..._______....________ ----,~ dolla,;:: - -

Amerika Serikat)i------------------------------- ­

/10. -Akhir bulan kesepuluh saldo awal sebesar ----- ­
USD ____ ____..~~ ~ 

••• dollar Amerika Serikat) I angsuran pokok 

perbulan saldo akhir sebesar USD ~. ..... ____­

_______________-.____~=:::~__-.-'--.- dollar -- ­-
Serikat);------------------------------- ­

bulan kesebelas saldo awal sebesar ----- ­
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I ,~~~............--.....................
\~ 	 7F 

. . 7 dollar Aroerika Serikat), angsuran pokok 

perbulan - saldo akhir sebesar USD C:="""j-~ 

(~= ::~·~.. ____~~~~~~~~==~~==::~)dollar~:~ __
Amerika Serikat);------------------- - ----------- ­

12. -Akhir bulan keduabelas saldo awal sebesar-----­

USD (:.,.-::::___-	 )
- - - J.:"'- - L.-­

pj. dollar A.7'(l.erika Serikat), angsuran pokok 

perbulan saldo akhir sebesar USD __-_--... 

I Amerika Serikat ) ;------------------------- ------ ­

1 13 . -Akhir bulan ketigabelas saldo awal sebesar----- e 
I	USD ---.... *c 3 S - ,- .. 

..... dollar l->.merika Serikat l , an9suran p o kok 

perbulan sebesar USIJ '~---""i--

dollar Amerika Serikat ) I saldo akhir seb esar USD

_'"......----__--.J- (..rt......·_~ _ __--'---..,...." 

AJne r i ka S e r i k a t) ; - - - - - - - - - - - - - -­_."••••-()ll ar 

114. -Akt'1ir bulan keempatbelas saldo e.,\<lal sebesar---­

I USD '..:r_ --::, \----=-- _.600 

"'-__,...........-s:--';:_-::-:-JIII£"'±"£"&I111&&.~e11 a r Arne r i ka Se r i kat) , 

angsuran p o k o k perbulan - saldo akhir sebesar - ­

USD 	 .~d 

«:.-___......_ _ ~......lollar Aro.erika Serikat) ;------ ­

15. -Akhir bulan kelimabelas saldo awal sebesar----­

. USD (.........____ 
 ~ __s ________~....--~ 

- -
£ -- ­

, 1 ___J~ dollar Amerika Seri kat) I 

angsuran poko k perbulan - saldo akhir sebesar 

USD ~~._-__-- ('~ '-' 

~........--~-=-~--~~ollar Amerika
·	 Serikat);------ ­

10 


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Komponen pesawat..., Kris Menanti Natalia, FH UI, 2012



--

---

, , 
, I 

NOTARIS 

Ny. AmI SUWARNI HERRY. SH.•M.Kn. 
JAKARTA 

~~Akhir bulan keenerobelas saldo sebesar----­

ITVTS D t::;;. ceo..-..,.~~L ~ ; · (C': 

'- -=-- - r:;- ~~-r'-- ~ .... u dollar Amerika Serikat) I 

angsuran pokok perbulan sebesar USD ­"­

(<t·-_·___---.;;;;:~lar Amerika Serikat) I saldo 

akhir sebesar USD 

~~~'_.~__.... __ -· !.?~?ollar Amerika ---- ­~.. ....~~7.~

Serikat);--- - ----------------------------------- ­

117. -Akhir bulan ketuj uhbelas saldo awal sebesar- - .- ­

USD ~~. , (r -------­
, &~erika Serikat), 

angsuran pokok perbulan - saldo akhi r sebesar - ­

- ______\"-""-j--...J - - - ­ '~-----.-----
ollar ft~erika Serikat);------ ­

bulan kedelapanbelas saldo awal sebesar-­

(~ . 

- -----:--.........Z-wiullal- il.ro.cr ika Serikat ) I 

angsu~an POKOK perbulan 

US D '-'-~~_.,........,...,_
. . (,.---------~ 
c_~__~....____------Jtdollar Amerika Serikatl ;----- - ­

119. -Ak.l1ir bulan keserr~ilanbelas s aldo a wal sebesa r-
US D ,-_. ....___­

C-....·_'___-------..l':)llar Amerika Serikat), ---- ­

angsuran Dokok perbulan sebesar USD r­e "---- - ,--­

(~ ---==---:'81Iar Amerika Serikat.l , saldo -- ­

akhir sebesar USD C,.- __ ,.-,_--,,_.. 1,....""-;-:-- ~ . ..- ..=. ------ ­

, 
~ - -r---_ -_-_ -____ dollar Amerika 

-- - - ~--
Serikat);--------------------------------------- ­

120 . -Akhir bulan keduapuluh saldo awal sebesar ---- ­

~ 
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US D ___ , ~. - (Ii:~___~____= 
~. 

~ ~-..__••&.. dollar Amerika Serikat.) I 

angsuran pokok perbulaIl - saldo akhir sebesar - ­

USD ~-_~__ ik- -------- ­

~-	 • J dollar Amerika Serikat); ------ ­
E 

21. 	 -Akhir bulan keduapuluh satu saldo awal sebesar-


USD C.-_T_~ 
 ~~-'----'-"-------
-::-..,;.;...__- -;:11•••• dolI a r Jl.Jne r i ka S e r i ka t) I 

angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

USD r 

;::::::.OiIill.....aJ.ollar Amerika Serikat ) ; ------- ­

22. 	 -Akhir bulan keduapuluh dua saldo awal sebesar-- 4t 
USD (r- ~----- -.---------- ­

\ dollar PJnerika Serikat ) I ---- ­

angsuran pokok perbulan sebesar USD \ _ _ ~ . 

(c _ - lollar Jl.Jnerika Serikat) I saldc. -- ­

akJlir sebesar usn C~-~~- 1 ___ " - ---- -- -. ­

-	 -. ---:-~----------"'~ l;':l DU dolla.;: A~" erl ka --- ----

Serikat);---------~-------------- - ---------------

23. -Akhir bulan keduapuluh tiga saleo awal sebesar-

USD ~.,_-.;..,. (~ 	 ~ -----------­

..---=- 7 'J dollar Amerika Serikat), ---- ­2 • 

angsuran pokok perbulan - saldo akhir sebesar - ­

USD c,:OOI (~ . :) -::;:a --------- ­

~L----______~)dollar Amerika Serikat)i------ ­

24. 	 -Akhir bulan keduapuluh empat saldo awal -------

Isebesar USD C (( ., -- ­

~ - » ribu dollar Amerika Serikat), 

~uran pokok perbulan - saldo akhir sebesar ­

12 
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Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH.,M.Kn. 
JAKARTA 

I
USD~ _1\ (-r---:-- -- ---- - - -­~lJSD_ ~.- ,_ 

!1/n . ~ollar .Zl..merika Se r ikat.) ;------ ­

/25. -A~1ir bulan keduapuluh lima saldo awal sebesar-

USD ... (, ----------- ­

i - _ _ --)1..... 011 arArne r i ka S e r i kat) I 

angsuran pokok perbulan USD 

F.merika Serikat) I saldo akllir sebesar 

USD~ (F 

{ .,jollar Ameri ka Seri ka t) i -- - ---­

['26. -Ak.':.ir bulan keduapuluh enam saldo a'.-lal sebesar-

USD (­
(~~-------------

____---~ . -'llar Ameri.ka Serikat) I 

angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar: 

USD 

,~ ~ lollar Aroerika Serikat ) ;------ ­

I27.-Akhir bulan keduapuluh tujuh saldo awal sebesay­

usn '--- -------' 
__- ----;: .=ulleri ka Ser:i kat i , ~- . 

angsuran pok<)k perbulan 

USD ......_~ __r 

, ....- -=......_ ­ - jollar Arnerika Serikat.) i------­

1 28 . -Akhir bulan keduapuluh delapan saldo awal ---- ­

sebesar USD (<...." J 

oJ _ - _ _..............--.... dollar Amerika Serikat) I 

angsuran pokok perbulan USD ,........w...- - ~. - ,,''- ­

----t Amerika Serikat) I saldo akhir sebesar 

USD - --_.....--- ­
• ~ribu dollar ~,erika Serikat);------ ­

bulan keduapuluh' sembilan saldo awal --- ­

13 
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-- --

sebesar USD "-~~~~. - (l_' ______- - , -­

ribu dollar .~erika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhi r sebesar 

US D \>--.--_...,..____ ((_._-----. -----------~ - - - - - - - ­

(. .~. ______--~ibu dollar ~~erika Serikat) ;------ ­

/30. -Akhir bulan ke~tigapUluh saldo awal sebesar --- ­

USD - __~ ~~- ~ '- --. ---- -------- ­

.) ribu dollar .J\rrl.erika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

USD ' ____ ­..... 

,.. ' -' . ribu dollar ~..merika Serikat); ----- ,.,. 

1 31 . -A~lir bulan ketigapuluh satu saldo awal ------- 4t 
sebesar USD ,_" - ,...;;.-- - ­

.~ 

- -- ribu dollar ~~erika Serikatl,'----- . 


angsuran pokok perbulan USD <.....-=-- _ 

( - dollar J\..merika Serikat.), sa i do akhir seb esa r 


TJSD ,. ' -' - - ~ 
~ ",,-- . '- ----_......_­

32. -Akhir bulan ketigapuluh dua saldo aI'lal sebesar­

(,.-.__ _ _3..", . ,-=--=.-:;._ _USD L..- . _,-' 

r!' _ _ - - • dollar F..merika Serikat) f 

angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

USD ------- ­(~~----~~----~'---
1- e 

L_ _____.--~ dollar Amerika Serikat); ------ ­

33. -Akhir bulan ketigapuluh tiga saldo aHal ------ ­

sebesar USD tt. , - ((~ - ---~-~, --- --- ­

.___-____-:>- ribu dollar Amerika Serikat) I ---- ­; ~

angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

US D (r--------­ 3 -
~ dollar Amerika Serikat);------ ­

14 
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'I NOTARIS 

Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH.,M.Kn. 
JAKARTA 

~ 
134. -Akhir bulan ketigapuluh pmDa~ Sc;,Ld0 _0____

sebesar USD ("L_~......_oo((\. - (,'' 

lollar Amerika Serlkat), 

angsuran pokok perbulan USD 200,000. - (duaratus 

ribu dollar Amerika Seri kat) -, saldo akhir 

USD ....-_--• ." ~ ~ ~.I~ebe= 	
---. 

~~____~. dollar Amerika Serika~) ;------ ­,- ­
35. 	 -Akhir bulan ketigapuluh lima saldo afdal 

sebesar USD r_-:' __ . ( ~---' ~~?~==~---a " 
dollar Amerika Serikat), -

angsuran pokok perbulan saldo a~~ir sebesar 

( (.;:. -
~~-.~';L:' ' · -'ollar Amerika Serikat); -- - --- ­_ 	 .~"::'-

USD 

36. -Akhir bulan ketigapuluh enam saldo awal ------ ­

sebesar USD ~__ --~ . ­

t ail ribtl dollar Amerika Serikat), --- - ­

ianqsuran
I -

i 
~~----------- ------------­~s~ • • __....-~ - ' -~ 

I'---_ _ ._ ' 0:; dollar A."llerika Serikat) ;------ ­

137 . -Akhir bulan ketigapuluh tujuh saldo awal ----- ­

'sebesar u,:,0 L~""'---' 

~__..... ribu dollar Amerika Serikat), ---- ­

angsuran pokok perbulan USD ....C_'..,.;__ • 
dollar Amerika Serikat)-, saldo akhir 

sebesar USD - ­ - _~---'~ 

!>- '-_ ____--~.cibu dollar Amerika Serikat); ------ ­

138 . -Akhir bulan ketigapuluh delapan saldo awal 

sebesar USD " 

( 0 ~ ribu dollar Amerika Serikat), ---- ­

pokok perbulan saldo akhir sebesar~s~ran 
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I ~ 


c ( _____--.Jo - ­' , 

ribu 'dollar Amerika serikat.); ------ ­

39. -Akhir bulan ketigapuluh sembilan saldo awal 

sebesar USD f~ _ _ r----J. - (c'­ 5- ' ~ .... ribu dollar A~erika Serikat),---------.....~ 
angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

USD6 _ 

,;- ­ . ;, ribu dollar Amerika Serikat) ;------ ­

140. 	 -A~i: bul an keernpatpuluh saldo awal ---------- ­

sebesar USD if ­
~ .-­

.:-_____- -.. ~ ribu dollar Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan USD c". J. - ( ,~ 
~ e 

C~ollar Amerika Serikat)-, saldo akhir 

s ebes a r US D 4Ifr:ii. - :-:----.,. - ~~____ --, =----=--__ 

rt' - '- ,ribu dollar Amerika Serik2.t); ------ ­

41. 	 -Akhir bulan keempatpuluh satu saldo awal ----- ­

f ' --~=:--:;?- '___Isebesar USD 	 .y'------ - ---=:....---" 
Ih, -	 S E- .t: i ka t \ - - - - ~f 

angsuran pokok perbulan saldo a~~ir sebesar 

USD 

...=-......._ ....__ 	
C' 


<-.: ....._ ...c- lollar Amerika serikat); ------ ­

42. 	 - A h i r bulan keempatpuluh dua saldo awal ------ ­

sebesar USD . ·'..s 

~~=-___~=l dollar Amerika Serikat) , ----- e 
angsuran pokok perbulan saldo akhir sebesar 

USD 

______-~ dollar Amerika Serikat) ;------ ­

43. -Akhir bulan keempatpuluh tiga saldo awal ----- ­

-t7_ r_ _______ .....--_r.:a_ US D - -~ j 
.~erika Serikat), 

- ' a 
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, , 
, - , , 

NOTARIS 

Ny. AYNI SUWARNI HERRY, SH.,M.Kn. 
. JAKARTA 

US D C".~-.::._ _ 

__ dollar Amerlka Serikat) -, saldo akhir ---.- ­

sebesar USD 

~suran pokok perbulan ( : 

--.......-- iollar .~~erika Serikat);------ ­

144. -Akhir bulan keempatpuluh empat saldo awal 

sebesar USD 

I--'-_" __............................--i- · :~ dollar Amerika Serikat) I 

angsuran pokok perbulan saldo akhir -------- ­

sebesar USD ......---....., 

' ' '--:~:::~:iii;;;T- ;.::~' dollar AIneri ka Serikat) ; ------ ­

145. ~Akhir bulan keempatpuluh lima saldo awal -~----
sebesar USD .... - - - ­~- ­

"'011 ar Amer ika Seri kat) I 

angsuran pokok perbulan saldo akhir ---- ­

sebesar USD~.----~-: 

C':___~ ---' r--......_~_ dollar A_merika Serikat) i ------ ­

146. -P.khir bu12,D keempa tpul ;J.h eDa..~ saldo awal 

: sEl)esar ~jSL ~----...,.L' 

,.,.-·-"""":--~~~~~~_~~oll 0.1' A'1'.<::' r i ka S e r i ka t) , 


angsuran pokok perbulan USD 


~_) dollar ;..merika Serikat) -, saldo akhir ----. 


sebesar USD 


dollar Amerika Serikat)i------ ­

47. -A~i; -~-u~ -;eempatpuluh tujuh saldo awal ---- ­e · I 
sebesar USD~'::-"- ,\-. --~-!,,!,!,,----'------""--.... --­

Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhir ---- ­

sebesar USD - (C" c· -
~-J:--- .~-- dollar Amerika Serikat); ------ ­

l48. -Akhir bulan keempatpuluh delapan saldo awal -- ­

~ 
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---sebesar 

~sar 

ribu dollar Amerika Serikat) I 

'- £ 

angsuran pokok perbulan saldo ak..lLir 
- .~. 

I _ J.sebesar USD 

c' - "-'----
--

.....'--- - '-'--- iollar Amerika Serikat); ------ ­

49. 	 -Akhir bulan keempatpultm sembilan saldo awal 

USD ,:.­

ribu dollar Amerika Serikat)! 

angsuran pokok perbulan USD 

~ .n..merika Seri kat) -, saldo ak..hir ---- ­

sebesar USD :_-.-:;-;.;.,0-___ .. ~-. 

- L- -	 - --: • _ _ -._ ~j dollar ll-merika Serikat) i ------ ­

50. -P·.khir 	bulan kelimapulul1 saldo awal ---------- ­

....:. - of •sebesar USD • 

... I ribu dollar Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan sa l d.o a~~ir -_._-­

USD s - --­

~-- 1:- f dollar ,u-1llerika Se .;: ikaG); - - ---- ­

151. 	 -Akhir bulan kelimapuluh satu saldo awal --------

Isebesar USD ~ 

ribu dollar Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhir ---- ­

'--\~ ­ :=-:?~! ==.~~-' -- ­

~ollar Amerika Serikat);------ ­

52. -Akhir 	bulan kelimapuluh dua saldo awal --------

WoP - ­

sebesar USD 

.to; t - "1",...---- ­ ~ Amerika Seri kat) , 

angsuran pokok perbulan USD c: = :. ('.-.-___It 

ollar Amerika Serikat)-, saldo akhir 
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---

, " IiOTARIS 

Ny. AYNI SUWARNI HERRY. SH.,M.Kn. 
JAKARTA 

~esar USD ~ - ....... ­

ribu dollar h~erika Serikat) ;------ ­

I l S3. -Jl.khir bul an kelimapuluh tiga saldo awal 


sebe s ar US D r.=:::::_-_.o;­
dollar Araerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhir 

sebesar USD - ~ 
{ ~-

--~----~L--	 ....... - - ­

t[-~- __----.,...--.....J:.. r2.bu dollar Amerika Serikat); ------ ­

154. bulan kelimapuluh empat saldo awal ----- ­-Aktm 

sebesar USD ~~-- (~ 


.:. ' - - - ---,-" ribu dollar Amerika Serikat), 


angsuran pokok perbulan saldo akhir 


sebesar USD 3r- --__._
... 	­ (~ ­

I ribu dollar Jl..merika Serikat);------ ­

155. 	 -A~i; bulan kelimapuluh l -ima saldo avJal ------ ­

sebesar USD ,_-­

~ dollar )l.merika Serikat) -, saldo akhir ---- ­

sebesar USD "'--_~ • 
c'tDe..'__- ~- - --_ ---'" dollar Jl..merika Serikat) ;------ ­

56. 	 -Akhir bulan kelimapuluh enam saldo awal 


sebesar USD ~. -------­

iolJar Araerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan sa l do akhir ---- ­

sebesar USD L- . - - ...s.... - :~ It Q 

' .dollar Amerika Serikat); ------ ­

/57. -Akhir bulan kelimapuluh tujuh saldo awal 

Is,ebesar USD 

~----.0........ ribu dollar )l.merika Serikat),, :..-1.­
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~ -Amir bulan keenampuluh tUJuh saldo awal ----- ­

sebesar USD 


= dollar Amerika Serikat) I 


angsuran pokok perbulan USD t'~_-_ \ 4 ­...... 	-­

/ dollar Amerika Serikat) -, saldo akhir ---- ­

a: US D tj 0 "-- ~ - ....-. \~""____ 

:.ebes__ 

1 \.: __ . _ '--""I£~IiiI•••ribu dollar Amerika Serikat) j ------ ­

68. 	 -Akhir bulan keenampuluh delapan saldo awal --- ­

sebesar USD ,..-_..... - \,.. ­

::"_, ..J; ribu dollar AIuerika Serikat) f 

angsuran pokok perbulan saldo akhir ----- ­

sebesar USD ----' -------------tt - J ribu dollar AInerika Serikat) j ------ ­

.. 
69. -Akhir bulan keenampuluh sembilan saldo awal -- ­

sebesar USD ~ ------------ ­

ribu dollar )\merika Serikat) f 

cLh:;Jsuran TJOKOK lJerbulan saldo akt,ir ----- ­

IC=-_ -- ~dollar JI..merika Serikat); ------- ­

170. 	 -A~ir bulan ketujuhpuluh saldo awal ---------- ­

isebesar usn (~ -- ­
-:.:=. ribu dollar Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan USD ' 

r'-----riollar Amerika Serikat)-, saldo akhir -----e 
sebesar USD Ir---­
~- _ ~ ribu dollar Amerika Serikat};------ ­

71. -Akhir bulan ketujuhpuluh satu saldo awal ----- ­

............... 


~ 
~- -. . ~.,e_~e:_ - ___a:_	 _U S D

___ _~ ?3 ribu dollar Amerika Serikat), 

angsuran pokok perbulan saldo akhir ---- ­

22 
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an<;iSllra.l1 pci(ok: perbulan sal do a ki : l :: 

sebesaL' USD 3 

-=. rlbu dollar Arnerika Ser:ikaL: ) ; - . 

I 

angsuran pokok perbulan USD 
~. 

--..___r..,.. -ne r i ka S e r i ka t.) ­ I 

I sebesar: 

(~-----

•
59. -."':-::hiJ.: L,u.Lan .kelimapuluh sembi l an saldo a,,'cil - ­

-:-' ____ r 
j ." e :.:. e :: '" L US C· \ - - ­
I 

, I ( .-~. -. --_1­.'"" 

". ,I;., 

.ribu dollar Amerika S e r .i k2. t.) 

. r~' .~ rir)u dollar li..mer i ka Serikat ) ---- ...:. .- ­

60.·-A.kllir b u lan )<eenampuluh said,;:) awal - ------ . .. . , ­

s e]::,esar :JSD 

-J.----.~ 

anasuran p okok perbuian 


sebesar USD 


. ~_ _~ .::::ibu dollar Ameri1c2_ Serikat i ; -- .. 


tj b u dollar Amer:..ka Serik2.t i , 

.----

r"':"" 

~;; 

I 

-
,y- • es:::o:n: .AII EIj.- n 0 u doll a r Arne r:i ka Ser i ke: t: 

J62. -Akhir bulan keena.ro.puluh dua saldo awal 

, --.:----;­
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- - -

----

__ _ _ 

- -------. ------ ­

I'lOTARIS . 

AYNI SUWARNI HERRY. SM ..M ·.Kn. 
JAKARTA ;	 <'~< 

. ....... - , '-' -..;-'" ..­ \ --- '9*. 

ribu dollar Amerika Serikat), 

pokok perbulan salc..) akhl.1.: . 

: sebesar USD ­
:JiI!I Libu oolla1.: Amerika Serlkat,; ..... . '--' ­

63 . - .L,khir c,ulan keenampuluh tigC'. 5aldo a,,-,2..::' 

sebesar JSD 

. -' [ , rlb'Ll dollar Alnerj ka Seri k?~r) I ----­

dSfl 	 - .. -.- .--- ----­

.cibu dollar Amerika Serika;: ) ;-- ---- . - ­

64. 	 -Akhi.r: 0u l an keenampul uh empa t 5aldo ':1.'.·",:.1 

sebesar usn , 
,~ - . 

ribu dollar A.TUerika Seri.kat) I ---- ­

angsuran pO,kok perbulan USD ~ 0 

1·-.--- dollar Amerika Serikat) -, saldo ' akhir --- --­

sebesar 	 USD f""5 --... 


':lbu dollar Amerika SC;:lK2.t. I ;- ­.~.------~. 

t;SD ~__ 

ribn dol·l ar lI.mer i ka Seri ka t ) I 


angsuLan pokok perbulan 5aldo akhir 


.,­sebesar: f;SD ,­

r:'c bu d 0 1 1 a 1.: Ante1: i ka S e 1.: i kat i ; - -- -- - -- ­

sebesar • 

66. -Akhir bulan keenampuluh en~~ saldo awal 

.......,'~~-LJSD ~ 

r'_ ' _ _ _ _ · _....... - rib'Ll dollar J:unerl.ka Se.r:j.K?.t.)} 

arlgsuran pokok perbulan saldo aKrHr 

sebesar 

~_____ ....___ ribu doll ar Jl..meri ka Se,ri ka t) ; - - - - - -- ­

-'- - ­

2 J. 
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.' 

~Ise~esar USD 

v: " Az a 1102 ~ ribu dollar l\merika Serikat.); - - - ­ -- ­

72<' ':''7~: k.;'ir bulan ketujuhpuluh dua saldo awal ------ ­

- "r s e b e s a r US D 1 8 0 , 000 , ­ ( s era t u s - - - - - - - - - - - - ­

delapanpuluh ribu dollar Amerika Serikat), ---- ­

angsuran pokok perbulan USD 180 , 000. - (seratus 

delapanpuluh ribu dollar JI.merika Serikat) -, saldo 

akhir - ---------------------------------------- ­

-Perjanjian Kredit ini ata:'5 permintaan DEBITUR dan 

persetujuan KREDITUR dapat diperpanj ang, dengan syC'.rat ­

syara t yang akan di tetapkan kemudi an secara ffiUS yawarah 

untuk mencapai mufakat oleh para pihak.----------------- ­

------------------------Pasal 4.------------------------ ­
---- BUNGA, PROVISI, DE~~A DAN BIAYA ADMINISTRASI ------ ­

-J>..tas Fasil i tas Kredi t tersebut DEBITUR waj ib [rJ?Il-J:>a1;ar 

kepada KRED I TUR, berupa 

a. -bunga 'sebesar r_ ( _ ...Jpre Sen ) per t, 2. h 1..L:! ;-- - ' -­

i - .b1.1]1~J a tersebut harus d iba y a.1:: olell DEBITUF~ Ker)&c!a. 

KREDITUR secara efektif set,iap 1 (satu) bulan sekali 

dan setiap kali harus dibayar paling lambat paoa 

akhir bulan yang bersangkutan dan apabila tanggal 

akhir bulan yang bersangkutan tersebut j atuh pada 

haru bukan hari kerja KP~DITUR, maka pembayaran bunga 

tersebut harus dilakukan 1 (satu) hari sebelllilli1ya.--­

-Besarnya SU~J bunga tersebut setiap saat dapat 

dirubah/disesuaikan oleh KREDITUR (reviewable) dan 

perubahan/penyesuaian suku bunga tersebut cukup 

diberitahukan secara tertulis oleh KREDITUR, 

pemberi tahuan tersebutmengi kat terhadap DEBITUR dan 

merupakan addendum dari Perjanjian ini.------------- ­
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~nga harus dibayar secara tunai atau dapat. 

dibebankan ke rekening giro atau simpanan lainnya 

, ( rekening Kredit. Investasi) melalui overbookiilg.---- ­

b. 	 -provisi sebesar ~ ~____ prosen) per t~hun dari 

plafond Fasili tas Kredi t dan dipungut sekaligus pada 

saat penandatanganan Perjanjian.-------------------- ­

-Apabila DEBITUR menunggak baik hutang pokok maupcm 

"bunga pinj aman yang seharusnya dibayar efektif I maka 

I kepada DEBITUR dikena.kan denda bunga (penal ty rate) 

sebesar ~ % (1-- '=' ~ " " ' " _ .... proseny chatas suktl bunga 

yang berlaku apabila terj adi tunggakan pokok maupun 

bunga.---------------------------------------------- ­

d. 	 -Biaya Administrasi sebesar Rp. "'- - - ~--~~ 

_ rupiah) .--------------------------------------- ­

-_. -- - ---- --- --- - "--- --- --Pasal 5. -- --- - ------ --- -- -- - -- -- ­

----------SYARAT SEBELVM PE!'UUIDATANGhliAN KREDIT---------­

FenG<.ndatangana..'1 per]an]ian kredit secara Il ·::.' t.ariil dapat 

be l' i 	ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ­

1. 	 DEBIT~R memberi surat pernyataan yang berisl 

kesculggupan untuk menyerahkan Surat Persetuju.an dari 

Bank l1andiri yang "menyatakan bahwa Bank Mandiri 

memberikan persetujuan kepada DEBITUR untuk mengambil 

pinjam.a.n di KREDITUR "paling lambat 6 (enam) bulan e 
sejak akad kredit.---------------------------------- ­

2. 	 DEBITUR menyerru1kan Surat Persetujuan yang menyatakan 

bahwa DEBITUR akan menyalurkan seluruh hasil 

Ipendapatan atas 1 (satu) Unit pesawat Cessna Grand 

~van dengan nomor registrasi ;- - serta 3 (tiga) 
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~r	buah pesa'.'lat baru yang dibiayai KREDITUE me-,-a~ L'. l 
rekening DEBITUE di KREDITUR.------------------------

Menyerahkan Surat Pesetujuan RUPS Debitur yang dibuat 

secara notariil yang menyatakan persetujuan 

menjaminkan assets Debitur kepada Kreditur.----------

Meyerahkan asli sertipikat keperrili kan ?t.as 1 l:r-,i~. 

pesawat _ Cessna Grand Caravan dan atciU a51i dokuraen 

Kepemilikan atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan 

(termasuk Bill of Sale) 

5. 	 Menyerahkan Sertipikat Kelayakan Terbang atas 1 unit 

pesawat Cessna Grand Caravan.---- - -------------------

Menyerahkan as1 .i Sertipi ka t a tas tanah yang menj acii 

agunan Kreditur.-------------------------------------

Menyerahkan asli/original P Ol lS pertanggun g an 

asuransi keru·';Tian atas 1 uni t pesa\v-at Cessna Grcmd 

Caravan yang menjadi agunan Kredit1.lr, dengan banker's 

cIause ke p ada Kr e d i t u r . - - .- - - - - - - - - - - - -- .- - - - - - -- - - - - - - - ­

(Perseroan) a.n. Debitur tahun 2005.---------------- ­

------------------------Pasal 6.------------------------ ­

----------------SYARAT PENCAlRAN KREDIT-----------------­

1. 	 Hengaj uka11 Sura t Permohonan penari kan kredi t yang 

dilengkapi dengan copy Kontrak Jua l Beli dan atau 

Purchase Order atas pesawat yang akan dibeli ole11 

Debitur.---------------------------------------------

Pinjaman tidak dapat ditarik tunai, pembayaran kepada 

penjual/supplier pesawat dilakukan dengan transfer 

dengan tujuan rekening penjual/supplier.------------ ­

3. 	 Telah dilakukan proses pengikatan atas 1 wlit pesawat 

Grand Caravan (yang telah dibeli sebagai own~sna 
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-------------------------------------------------------

dan 2 bidang. tanah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.--------:---- - -------------------------- ­

4. menyerahkan asli!orlginal polis pertanggungan 

'Business Interuption' atas 1 u.11i t pesa,.,rat Cessna 

Grandd Caravan yang menjadi agunan Kreditur.-------- ­

15. 	 Debitur telah menyelesaikan seluruh kewajiban saat 

realisasi seperti biaya provisi dan biaya lainnya 

berkenaan dengan pemberian fasilitas pinjaman ini.-- ­

6. Pencairan kredit harus mendapat persetujuan Pinwil. ­

-----------------------Pasal 7.------------------------- ­

-- - -- - - - - - - -.- - - - - - - - - SYARAT- SY1~-RAT UMUM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

1. -Semua perij inan usaha masih berlaku, aoabi la eterdapat perijinan yang t.elah jatuh tempe· harus 

Isegera diperpanjang.-------------------------------- ­

2. 	 -Apabila ciipandang perlu, sewaktu-'..,raktu pinak 


jKREDITUR at:.au pihak ketiaa yang ditunjuk l<.:RED I TUR 


dape::-	 ' nLE::"2.1~'-:.ikan kunjungan dan pe;'aeri ksaC'.n ke l·~.·kClSi 

dc.11 lokasi DEEI'l'Ur; 

membant:.i.l unt:uk kel ancaran t.ugas ter sebut. dan l!asi 1 

kunjungan dicantmukan dalam format laporan LKN.-----­

-Seluru.~ a~~an yang bersifat insurable diasuransikan 

Idengan banker's clause KREDITUR.-------------------- ­

-DEBITUR telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan (SKMHT) dan atau Akta Pemberian Hake 

Tanggungan (APHT). ---------------------------------- ­

Is. 	 -DEBITUR telah menyelesaikan kewaj iban antara lain 

biaya provi~i, biaya ad.mnistrasi, premi asuransi dan 

biaya lainnya berkenaan dengan pemberian fasilitas 

kredit ini.----------------------------------------- ­
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..' 

~ 

r6. 


7. 

8. 

9. 

1 10 . 

-Atas j arrcinan berupa barang tetap diproses pengi katan 

dengan Hak Tanggungan peringkat I (Peri:arna) sebesar 

Rp. • • ·.,i , . ~ ~ ~:t,-
. 2 - ' - - -" . -

- ,~ 

~ . ~ rupiah) dan atas barang bergerak diproses ----- ­

pengikatannya dengan akta Kuasa Memasang Hipotik 

Pesawat sebesar Rp . ..,--- .;;.. ;:c-. ouo.O=&G,- (~_ _ __...-:-. 

. .:. . r~ milyar rupiah) . ----------------------------- ­

-?emenuhan kewajiban diutamakan untuk KREDITUR.--~---

-Dilarang menggunCt.kan fasili tas kredi t yang diberikan 

diluar maksud dan tuj uan pernberiannya termasuk untuk 

hal-hal yang bersifat spekulasi dan atau pe"analll.an 

dana pada BANK lain dan atau pasar uang atau lembaga 

keuangan lainnya, yang bertentangan o.engan maksud dan 

t-uj uan pemberian kredi t . . -- --- ---------- ---- -- - --- --- ­

-DEBITUR dengan ini menyatakan dan menj am.in kepada 

KREDI TUR bahwa para peminj am pacta waktu ini tidak 

tersang)cut. perkara/sen'0keta b:rupa a papur; j :.1;'Z'. :"0.::';) 

melJgancam i1ar<:.a ke.<a yaan pa1:.·0. pe-m.ln:jarn.---------·----­

-KREDITUR berhak dan dengan 1.ni dited %_;",2;.0':2.. ::,l,::-l: 

DEBITUR, 

terpisahkan dari perjanjian kredit ini, dan oleh 

karenannya kuasa ini tidak akan berakhir karena 

sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUH 

Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan 

terlebih dahulu dari DEBITUR, membebani rekening giro 

dan atau rekening pinj aman atas nama DEBITUR pada 

KREDITUR, untuk perobayaran hutang pokok, bunga 

kredi t, bunga tunggakan, premi asuransi, biaya 

pengikatan barang jaminan dan biaya lainnya yang 
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~~Ul karena dan untuk pelaksanaan per]anjian kredit 

lnl.-----------------~------------------------ - ------

------------------------Pasal 8.------------------------ ­

--------------PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT--------------- ­

1. -DEBITUR waj ib membayar kembal i seluruh j umlah yang 

terhutang kepada KREDITUR;-------------------------- ­

-sesuai dengan ] angka waktu Fasilitas Kredit 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian i ,ni;---- ­

2. 	 -Jika saat kewajiban pembayaran angsuran pokok 

berdasarkan Perjanjian jatuh pada bukan hari kerja 

KREDITUR, maka DEBITUR wajib melarukan pembayaran 

tersebut selambat-laffibatnya pacta 1 (satu) hari kerj a e 
s e belurony a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - ­

------------------------Pasal 9.------------------------­

-HAL-HAL YANG RARUS DlLAKSANAKAN (AFFI:Rl{ATIVE COVENANTS)­

a. 	 -DEBITUR waj ib menyalurkan seluruh hasil pendapatan 

aLas 2, uI:it i) eSciwat Pilatus Poter dar; : wlit pesawat 

ICessna Grar;,j Caravan, 1 unit- .:pe-sa'''ac Lliam(lnd Twinst? t' 

!melalui Yu~DITUR.------------------------------------
-Debitur wajib memberitahukan kepada KREDITUR, apabila 

terjadi hal-hal :----------------------------------- ­

l 

• Adanya perkara yang t ,erj adi antara para peminj am 

I dengan pihak lain.---------- -- -------------------- ­

I- Adanya kerusakan dan/atau kerugian dan/atau tt 
kerousnahan a tas harta kekayaan para peminj am 

terutama atas barang agunan/jaminan.-------------- ­

I- Adanya rencana investasi yang dapat mempengaruhi 

, I cash flow peminjam.------------------------------- ­

~enyampaian laporan-laporan:---------------------- ­
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· .' 

~ 
/. Debi~ur diwajibkan menyerahkan laporan keuangan

Iaudi t tahunan selambat.-lambatnya <'l bulan setelah 

Itahun tutup buku.--------------------------------- ­

/. 	 Debi tur diwajibkan menyerahkan laporan keuangan 

home statement tiga bulanan/triwulan selambat­

lamba tnya 1 bul an sej ak triwLllan bersangkutan. -- - - ­

-Penilaian agunan :--------------------------~-~-----

Debitur diwaj ibkan menyerahkan laporan-laporan 

penilaian agt.man set.iap 2 tahLm sekali. Laporan 

penilaian harus disuSLill oleh appraisal company 

terdaftar di Kreditur. Biaya yang terkait dengan 

penusunan laporan tersebut menjadi beban DEBITUR.----­

Ie. 	 -Asuransi agunan: ----------------------------------- ­

I 0 	 Debi tur wajib melakukan penutupanm asuransi 

kerugian a tas 4 Lmi t pesawat yang menj adi aguna", 

dengan pertangg-ungan minimal sebesar 

Pasar Wajar kepada perusahaa", 2s~~ansi terda£~a~ d~ 

KREDITUR selama kredi t belum lunas. Premi asurans:i. 

menjadi beban DEBITUR.---------------------------- ­

I·'Penatalaksanaan sebagai berikut - ----------------- ­

Atas 1 uni t pesawat Cessna Grand Caravan yang 

menjadi own share DEBITUR, asli/original polis 

dan amandement/addendllia penambahan banker's 

clause kepada KREDITUR wajib diserahkan sebelum 

penandatanganan akad kredit.--------------------

Atas 3 unit pesawat yang akan dibeli, masing­

masing asli/original polis covernote dan/atau 

pertanggungan asuransi kerugian waj ib di serahkan 

pada saat pesawat mulai beroperasi komersial.-- ­
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on'Asurans~ 'Business 

Penatalaksanaan s 

Atas 1 unit pesawat Cessna Grand Caravan yang 

adi own share asli/ori nal is 

pe 'Business Interuption l io 

diserahkan sebelum ran kredit.- - ­

dan/atau cover n ib diserahka.'l saat 

pesaHa nrulai beroperasl komersial. - - - ------

Atas 3 unit pesawat yang akan dibeli, mas ng 

asli/ori is 'Business 

In ion' dan/atau cover note nya ib 

diserahkan saat pesawat mulal beroperasi 

komersial. ­

la DEBITUR sudah untuk 

mementLh.i maka KREDITUR t melakukan 

hal l:1al s berikut :- ------ - ­

o Hemeriksa DEBlTUR. 

Q Memerlksa p rusahaan dan k­ a~a DEBITUR. 

.. kan 5 abat FJ~EDITUR pada 

perusahaan DEBITUR.---­

S KREDITUR dapat 1 alih 

emen perusahaan DEBITUR dan/atau tindakan­

tindakan lainnya. ------ - - - ­

1 alih sel uruh pi utang DEBITUR untuk 

s pembayaran iban­

iban DEBITUR kepada KREDITUR.- - - ------- ­

g. 	 -Debitur menjamin bahwa semua dokumenf data dan 

ke yang telah dan akan diberikan oleh DEBITUR 

dala.'!!. kai ta.'1 dan aksanaan pe ian kredi t ini 

adalah 1 dan benar.- - - - - - --------- ­

I.. 
di 
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, .' 

h. 

.!... 

-Kepailiran ._--------------------------------------- ­

-Debitur "\Olaj ib memberi tahukan kepada KREDITUR 

tentang adanya permohonan pernyataan paili t yang 

diajukan oleh kredi turnya atau pihak lain kepada 

Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit DEBITUR 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur 

menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas 

permohonan pailit dimaksud.------------------------- ­

-Terhadap perj an j ian!pengakuan hutang ini dan segala 

akibatnya berlaku pula " S Y.L..RAT·- SY.L..RAT UMUH D.Zl,.N 

PERJANJIAN PINJAI1AN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSEHO) " yang telah disetujl!i oleh dan 

mengikat PENGAHBIL KREDIT!YANG BER.l-IUTP...l'<J G serta 

merupakan satu kesatuan yang t.idak terpisahkan dart 

perjanjian!pengakuan hutang ini.-------------------- ­
I 

------------------------Pasal 8.------------------------ ­
------------HAL HAL YMiG TID~~ BOLEH DIh~KUY~ --------- ­

-------------------(}iliGATIV~ CO\~.~IT'S)------------------

-Tanpa terlebih dahulu mernperoleh perSetU~ '-lan tertulis, 

DEBITUR tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak 

terbatas pada hal-hal sebagai beri~Jt 

a. 

lb. 
I 

Ie. 

Melakukan investasi!penyertaan melebihi ------------ ­

i. - - . - :-:-. _ . _._ .. -( -Rp. - -.l-JIk Rupiah) selama 

jangka waktu kredit.---------------------------------

Memperoleh pinj aman baru dan a tau lease oaru dari 

Bank dWl atau l embaga keuangan bukan bank selain 

pinjaman yang telah diterima saat ini.---------------

Mengi ka tkan diri sebagai Penjamin (Borg) , yang 

menj aminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud 

~pun kepada pihak lain.--------------------------- ­
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~\..l:;all bentu~ a:::al.l statt:s b.uku . .l"IL perusahaar:. - - -­

lakukan an dan atau deviden.- - ­

akukan dan atau penarikan untuk 

pemegang saham.---- -------- ­

g. 	 Memasuki bisnis baru dan atau melaleu.kan 

us aha hale lain.-- -­

h. 	 Herobubarkan usaha a tau Ininta din akan lit.- -­

---	 - ------ -- - ---Pasal 9.-------- -------- ­

------ - -- -----KUASA KUASA-­

1. KUASA PERJU11PAAN HUTJl...NG 

abila KREDITUR perlu, maka den'Jan ini 

DEBITUR meroberi kuasa KREDITUR ian in1 «It 
lain 

ada pada 

terbatas 

dan atau 

2. 

K}tEDIT1JR 

I untuk: seltlaktu-'I'laktu atau 2a KH.EDITUR menganggap 

perlu, terutama j ika DEBITUR wanprestasi, "lanprestasi 

mana tidak perlu dibuktikan 1 me ainkan 

tidak dipeml.llinya salah sa tu ketentuan dalame 

pe ian lni atau menurut KREDITTJR kredi t. yanCJ 

diberikan akan macet, untuk membuat dan 

akta secara notariil 

yang berti tel eksekutori dengan 

DEBITUR secara pasti, 

karena perj ian-perjanjian 

DEBITUR 

te tldak 

dan atau s 

ken lain mill k 

IJ • ---­ .. 

k.uasa 

KUJ'..S.i\ PENGAJ<JJP-.N HUT}l..NG 

/ - DEBITUP~ del1gan ini merrtberi 
! 

DEBITUR 

besarnya 
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.. 


jumlah yang na...rrrpak dalam rekeninq 

pinjaman DEBITUR.----------------------------------- ­

3. -~JASA DEBET --------------------------------------- ­

I -Un tuk keperluan pel aks anaan perj anj ian dengan ini 

Debitur memberj kuasa kepada KREDITUR untuk 

melaksanakan pendebetan atas rekening Debi tur maupun 

rekenilig Femberi Jaminan, baik berupa Giro, Deposi to 

maupun sirnpanan dan Atau tabungan lainnya yang ada 

pada KREDITUR.-------------------------------------- ­

r 4. -KETENTUAN KUASA ------------------- ----------------- ­

Semua kuas a yang t ermak,:ul") dal am akta ini merupakan 

bagian yang t.erpenting dari dan t.idak dapat 

dipi sahkan dari perj 2,I1j ian j_ni dan oleh karena i tu 

maka kuas a-- kuasa tel: sebuL tidak dapa t di tari k kembali 

dan atau dibatalk2.n dengan cara apapun juqa at-au 

karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 

:Kitab 	:Jnd.ang-Unda!1g H'_lku_rr. Perdc.ta.-----·------------- ­

- KU\US 1J L]I,. Y:C}J"\lERS I - - - - - - -- - - - - - -- -;: - ..- - -- - -- .- - - - _. - .. - ... - - - .. ­
J S. 

P.p i"bila persedia.an dana. pE!da 

mencukupi 2.t.au adanya peraturan pemerintah atau BANK 

INDONESI1\ yang mengharus kan untuk merubah pinj aman 

dalam valuta asing (USD) rc.enjadi rupiah, maka 

KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh 

DEBITUR untuk mengubah (mengkoDversi) sebagian atau 

seluruh pinjaman/kredit berdasarkan perjanj ian 

kredit ini menjadi fasilitas pinjaman dalam mata 

uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut 

I a. -kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku 

.~ saat fasilitas kredit dikonversikani-----­
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i;erakhirnva pin] an ikar1, KP.SDIT(JR t)e.rnak 

w1tuk an fasilitas DEBITUR dan 

tau menuntut lunas s luruh 

poko proviSl, denda dan 

segera, seketika dan lunas berdasarkan anjlan ini dan 

aku ketentuan 

pasal 267 Kitab Hukum 

tidak untuk 

dan 

dan diberi 

j uru 

yang 

berlaku adal sukl.!. 

komersial yang berlaku KREDITUR untuk 

fasilitas kredit ah sa2.t 

dikonversikan.--- ­

ic. j ad'coJ'al angsuran kredit setelah konversi 

adi dibuat oleh KREDITUR dan 

ini DEBITUR Ul jadwal kredit dimaksud.­

-DEBITUR dengan ini ui bahwa aksanaan 

konversi kredi t ini beserta syare_t s termasuki 

te -cidak terbatas kurs yang di , suku 

yang berlaku, dan j adwal anrJsuran kredi t yang 

setel all Konver 5i dibuat dan 

diberi tahukan secara tertuli S oleh KREDITUR da 

DEBITUR dan bersifat kat serta 

tJ.dak te sahkan dari anjian kr:edit. ­

- ---- - - --- ----Pasal 10-------------------- ­

OF m"!:FAULTS) - - - - ­

ket.er.:::uaI1 

peri (somasi) atau surat 

si ta atau surat ain yang serupa i tu, 

disebut dalam pasal 11 dan 

34 
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',," 

~~:::::::': l k:'~er::::~~::'~:a; i : ~:~::i ':::i::"-~ ~ ~~':~'~' 
Ia.. 

lb. 


c. 

Ie. 

-Ji ka DEBITUR t idak memenuhi salah sa t'..l 

kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam 

perjanjian (termasuk Affirmative Covenants) dan 

atau pera turan perat.uran yan9 1 azim di gunakan atau 

yang akan diper 1ukan oleh h..'REDITUP. kemudian. -- -- - - ­

-,Ji ka DEBIT\JR tidak memenuhi suatu peraturan 

pemerintah Republik Indonesia, baik pusat roaupl...l21 

daerah, 1'o.n9 mengakibatkan iji!1 usa.ha DEBITUR dapat 

dicabut.------------------------------------------ ­

-Jika atas har t. a kekayaan DEBITlJR dilak.-ukan sitaarr 

I penjualan atau sitaan p(;njagaan. -------- - ---------- ­

-Jika usaha y ang dijalankan DEBITUR 

11. -dihentikan dan at.:; u 

I c:iengan usaha-usaha DEBITUR. 

1 0'1 ~ 11 j.:-:..s t. 2..11 S i Y2.. no l)e ~~~.:I?rl ar} 'J 

~ ....... ~ ... 

r_~ L. c~ ;.1. I _. - ­.:.:.. 

y ang berken az.T, 

tersebut d i c abu t 

Ei. t. 2. 1..,;. ; - - -- - - _ .. - - . . . 

-- - - • • - . _ . - ' _ . -- • • • - - .- _. - ­

3_ -DEBITUR dinyatakan pailit atau;------------- ­

4 _ -ka.::-ena sebab sebab lain yang roengakibatkcm 

DEBITUR kehilangan naknYE_ unLuk mengu rus jarl 

me!1guasai harta kekayaann ya.----------------- ­

-Jika bagian kekayaan DEBITUR yang dijadikan agunan 

hutang ini ternyata telah dibebani den9an hak-hak 

jaminan lainnya, selain kepada DEBITUR.----------- ­

-Jika menurut pertimbangan KREDITUR sendiri, 

kekayaan DEBITUR sangkat menurun atau merosot 

nilainnya, atau usaha DEBITUR mengalami kemunduran, 

sehingga tidak memungkinkan untuk dapa t mernbayar 

lunas hutangnnya kepada KREDITUR.----------------- ­
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~ -Jika DEBITUR tidak eeTnpergun2.kan £asilitas !credit 

Iyang diberl kan sesuai dengan tUJuan pernberian 

fasilitas kredit ini dengan semestinya.----------- ­

Ih. -Pernyataan dalam represent ation and warranties 

/ternyata tidak benar.------------------------------

Ii. -Kewaj iban administrat.ive sebagaimana tertuang 

d2.1am affirmat_ive and negative covenants tidak 

Idi laksanakan dengan bai k; -- ------ - ---- - - ------------ ­

r j. 	 -Adanya klaim dari pihak lain ter:masuk instansi 

Pemerintah lairmya, bahwa DEBITUR harus memberikan 

ganti rugi atau membayar kewaj jban sampai j Utlllah 

Iminimal sebesar Rp. ~- _ , ____",~ 

-----------------------Pasal 11.------------------------ ­
----------------------A GUN A N----------------------- ­
-Sebagai agunah dan agar t_erdapat kepast_~ an akan 

ketertiban DEBITUR dalarr, memenuhi kej,;-a] ib6.D k>3'..;aj ibannya 

~e t.E: r:. i :-0.:-1 ~: 2- ::.'..s a y c..1: 2.1"1 k:::n-u;- c" 1 i 
-. 

bunga, bunga denda, provisi dan /atau biaya-biaya lainnya, 

make. DE3ITUR dengan in1 memberikan agunan a9:..man kepada 

KREDITUR sebagai berikut 

(empat) Unit Pesawat Terbang terdiri dari :---

Pesawat Cessna Grand Caravan (::;;\.o__-~j; --------­

-Nomor Pendaftaran ~;-----------------------

-Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran .......___.... 

-Nomor Seri Pesawat Udara c-- - ~------------

yang menurut sertipikat pendaftaran 

(Certificate of Registration), yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 

Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 
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--------

------------------------- -- ---------- -

< • 

{r·'<.:.· __~' .-' ­

dan;------------------------------------------ ­

-telah mendapat Sertipikat Kelaikan Udara 

Standar (Standard Airworthiness Certificate), 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Sertipikasi 

kel?-i ka.rl Udara, Direktorat 3enderal PerhubuE(1"2.I1 

lJdara, Departemen Pe .L'hubungan· Repur.lj k 

Indonesia, tertanggal 

..---- --.. F " 

-terdaftar atas na~a PT. 

-..--~-- '-~. , 

yang aka.n diikat dengan l'.k:ta Ku&sa Hem~"lsang 

Hipoti k K<lpal dengan nilai P'2i'J aminan sebes aT 

,RD. -:-.- . r- ,.... ~ - -. - - -- - -- ­

I r"Upl arl) - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -. - -. - - _.- -- - _. - - -.­

'­
. ~: .' .'1 ~ .. "'_ • • :';' '. ~. A • 

I 

Hip0tJ. k Kapal dengan nilai penj aminan set'':'SE,r 

Rp .. ~- ~- - -_ ......--..----~- 'J ----. . -- -,..­._ ..--,---: 

r~piah ) ,------------------------------ - ------- -­

~c. Pesawat Pilatus Turbo Po=ter .------------ ­- , ' 

yang akan diikat dengan Akta Kuasa Memasang 

Hipotik Kapal dengan nilai penj aminan sebesar 

R - - -,~ _.p . -- . -----.a"""=c; milyar -- -- - -- ­

rupiah) .-------------------------------------- ­

Id. Pesawat Diamond Twinstar ~ . ." -------------- ­

Iy :?;'lg akan diikat dengan Akta Kuasa Heraasang 
I 

JHipotik Kapal dengan nilai penj aminan sebesar 

Rp. <.-. _ _ o - " .~ rupiah) ----- ­p '

~ 

;..; .
I 
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II. -EaY.: Tang~TW1gan atas : --------------- - ---------- ­

i1. -sebidang tanat Hak j'1i 1i k nomor • ' Babakan, 

ber'clkuran luas 2.3121-12 (duaribu tigaratus 

duabelas meter persegi) sebagaimana ternyata 

dari Surat Ukur tertanggal 28-04-2005 

(duapuluh delapaIl f\pril duaribu lima) rlOmor 

359/3abakan/2005;---------------------------- ­

-SertJ_pikat tertanggal 28-04--2005 (duapuluJ: 

delapan A.pril duaribu lima) .------------------ ­

-Tertulis atas nama ARI NURS]i..NTI.------------ ­

-terletak dalam Propi~si Jawa Barat, kabupaten 

Ciami s, kecamatan Pangandnran, keldrahan 
~ • 1.ca oa Kan; - - - - - - - - ­ - - - ­ - - ­ - - ­ - - - - .. - ­ - ­ - - -- - - ­ - - -­

-daD akan dilakukan peningkat_arl Hak Tan99uncrc3J1 

i perin~kat I (Perta:cta ) 

I-_~"'h_I R.p. l..;.- -- ~--..---."'" 

1ni, nomor 8, yang dibuat dihadapan saya, 

notaris.------------------------------ - ------ ­

- De:n..ikian beri kut segala sesua tu yang tertanam 

ditempatkan dan didirikan diatas bidang bidang 

tanan tel'sebut yang menurut sifat, gunae 

peruntukkannya, atau menurut penetapan undang­

lundang termasuk sebagai barang tetap.-------- ­

12. -sebidang tanah Hak Milik nomor 

15 11 /Kertamukti, berukuran luas 11.210 H2 

(sebelas ribu - duaratus sepuluh meter persegi) 

i sebagaimana ternyata dari Surat Ukl-1r 

~ 
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~t0..Iq;: a l 1:;-04-200'1 ( lil::2.t:,~as ]\p'::l.l .~ 
empat) nomor 18/Kertamukti/2004; -------- . 

l-Sertipikat tertangg2.1 20-04-2004 (d~\ , 
J 

/April duaribu empat) .-------------------- ­
I 

-Tertulis atas nama ENO.----------------- · 

-terletak: dalam Propinsi Jawa Barat, kabl 
I 

iCiami s, kecamatan CimeraK:, Desa Kertar.mkt . 
i 

I -dan akan 6i 1akukan pen in~rka tan Hak Tang 

IPeringkat I (Pe r t 2.ro.2. ) sebesar 
I 

... ,.... . - .
\ ----~.. '-- ..... =-­/RP' r 

rupiah) , sebagaimana ternyata dari Surat 

Hembebankan Flak Tangqungan tertanggaJ 
i; ~ 

.J.T;...!....( nomor q , yang dibua t dihadapan~ 

notaris.-------------------------------- ­

dit.elUpa~kan dan clid':'rikan cU..,,~tas bida:i19 

:: ~) . : ::-. :· - :.·'r: : ~ ~· ... ; -..~::.F . . -- J • .• , , - - - , _ •. , ,- "C, ' ~ - .~ ,- 1'". (.'. :-.· · .-.· ; . , " . . __ ~ __ ~ '- _~._ ... __ ~_ ~~ c...;. ........ ... ,.... : ~ ;_' l LL.. .;_\ __ \.. ~...I~i._\~C .. ~ .... C.-l1 


iundang termasuk sebagai barang tetap.---­

-Akta akta tersebut merupakan bagian yang 

terpisahkan dari akta ini (integral part ) .--------- ­

-Besarnya nilai j amir:an j aminan setagaimana terset 

atas akan dilakukan penilaian kew~ali dan hasil pen~ 

kerobali dan hasil penilaian kembali tersebut mere 

satu kesatuan yan~ tidak terpisahkan serta mengikat 

pihak sebagaimana mestinya.------------------------ ­

-----------------------Pasal 12.------------------- ­
---PER-lITATA&.'1" MENJAMIN {REPRESENTATION AND WARRANTIE 

-DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada KR} 

(Representation and Warranties) yang meliputi bahwa 
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-Sesuai dengan akta pendirian yang berlaku DEBITU?, 

berha.k dan be!:l-!enang Lmtuk me,abuat per] a.nj ian yang 

mengikat para pihak dan mereka yang bertindak 

menandatangani perj anj ian terseblJt aclalah Pej abat 

yang mempunyai 'tJE\{enang untuk i tu, ---------------- ­

b. 	 -Tindakan Hukwn ---------------------------------- ­

diperlukan da la!ll rangl<:a sal-::D\'a 

perjanj ian ini serta dokuInen-dokumen lainnya 'Ian,;! 

berkai t an deng:m perj anj i an rerse}::,ut- s (;'hingga semua 

tidak bertentangan atau peraturc..n/e 

ketentuan ketentui1.n hulCLIItl ya?19 be::l.3.k"d.----------- ­

c. 	 -Pernyataan Mengikat --------- - ------------------- ­

-Perjanjian ini serL?. 

te.:..:sebl!.::' 

d. 

e. 

I 


-Telah diperoleh perijinan------------------------ ­

-DEBITUR telah memperoleh semua ijin ijin yang 

diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.---­

-Tidak ada pelanggaran yang terjadi---------------- 4t 
-Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap 

kewaj iban-kewaj iban . DEBITUR atas perj anj ian 

perjanjian sebelumnya yang telah dibuat den gar, 

pihak lain atau KREDITUR yang dapat mengakibatkan 

pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian ini.-- ­

~pe,mbayaran atas penerimaan KREDITUR ------------- ­
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.. .. 


mua pei:lbayaran yang a karl dilakuka!l kepadc.---rs:
KREDITU~ oleh DEBITUP, dalam perj an] i.a;, in]. adalah 

bet'as serta bersih da:rl 

karena pembayaran pajak a1:au PUD(Jut.an­

pungutan/bi aya bi aya lainnya yang mungkin ti [ol)u_l 

dikemudian hari.---------------------------------- ­

g. 	 -TidEd;: 2.da sengketa atau perkara yang te.;:j a eii ---- - -- - ­

-Tidal<: ada sengketa atau perkara yang terjadi atau 

dih2,dapi at~u persoalan hukuro. yang masih h2,rus 

diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kuro.ng 

pelaksanaan p1.'oyek da1.'i DEBITUR.------------ - ----- ­

I-----------------------Pasal 13.------------------------ ­
------------HUKUM YANG BERL~~J D~~ DO~rrSILI--------------

1. 	-.~tas perjanjian/pengakuan hutan9 il1i da~ s.:::go.1a 

akibatnya t.unduk dan berlarGl pulp.. "SY,"!.l.'at-s~/a.T i3 ~ i..;':-CH.uel 

Perjanjiarl i?injarnall G&n. Kredit FerS;2.r: oan T;::;rba"Ca~. Pff. 

merupakan .satu kesatuan yang tidak te;::pisahk2,n dar::. 

peqanjian/pengalruan hut.ang ini.----------------------- ­

12. -Penafsiran atas perjanjkian ini (dan secra.la 

l
akibatnya) dilakuka!-: 

Republik Indonesia. - ­

berdasarkaE hukum negara 

3. -Para pihak telah setuju u..'1tuk merr.ilih tempat tinggal 

huku..-rn (domisili) yang tetap dan seumurnnya di Kantor 

Pani tera Penagdilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta 

dan/atau Di1.'ektorat Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara (nJPLN) di Jakarta, akan tetapi demikian jtu 

dengan tidak mengurangi hak KREDITUR unt.uk melaktlkan 

~tutan terhadap DEBITUR di Pengadilan Pengadilan 

_4"1. 
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~I juga yc>..ng olen y."?~::JITUP.manapun dipandan.;r baik sesual 

dengan ketentuan hukum. yang berlaku_--------·--------- ­

I4. -Addendu!:1 ini m.e.!:upakan bar;ian yan';! ti.dak teq.)lsahkan 

daLi perjanjian (inte~rrc:il part) yam;)" sepanjang tidak 

dirubah dengan akt.a Inl, tetap ber12.ku dan mengikat 

para pihak sebagaimana mestinya.-------------------- ­

- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - DEMI KI)l lJI....n.H j)... KTJl.. INI 

-Dibuat sebagai minuta dan d ilangsungkan ai Jakarta, pada 

hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan 

dihadiri oleh : ------------ - --------------------------- ­

I.-ELlS KOJvf..ALASARl , }.ahir di KW1ingan, pacta 

G3-03-1972 (tiga i-faret seribu sembilanratus tujuhpuluh 

dua) , Karyawa ti Nota ri s, bertempa t t.ing.~:al di ,,'akartcl, 

Pondok Pinang! rukun tetangga 004!rukull warga 001, 

kelurahan Pondok pjnang, kecamatan Kehayor5~ Lama, 

kotamadya Jakarta Sela-:=.an. -------------_.. ------ - ----- ­

~ ,-. .. r, r ~ .. r' ""T TI ,':. - ,\1.'-. J. 1'; r:,1\.!. , 

r ( :~..:.:;~ ~~plil ul-~ , 
Bi~ka~·l (satu) , Karya'i.Jati Norari s, 

rU .kun warga 11, kelurahan Kayuringin]aya, keca.matan 

Bekasi Selatan, kota.ra.adya Bekasi. ----- ---------------- ­

·Sebagai saksi-saksi.------------------------------------ ­

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada _ 

para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini 

ditandatangani o leh para penghada.p, saksi-saksi dan saya, 

notaris.------------------------------------------------ ­

! -Di langsu'Jgkan dengan delapan perubahan yakni dua ---- ­

tambahan, empat coretan dan dua caretan dengan gantinya.­

~nuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--­
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' . 

/. 

- [!ibe.c:i kan SEtliT:an yanr;r ~.2...1f:.c3.. bl.u1. yi.r:y~~ . ---- -- - -- - -. 

~Notaris eLi.. J akarta 0 ­", 

Ny 0 AYNI StrvL.lh·~.NI BERRY, SH 0 rHo Kn 0 
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